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BAB 1  
PENDAHULUAN 

 

1.1. PENDAHULUAN 

Merujuk kepada definisi Undang-Undang No. 12 tentang 

pangan di website resmi bulog, ketahanan pangan  adalah 

ketahanan pangan jaminan tercukupinya pangan secara jumlah, 

mutu, keberagaman, terjangku, sehingga masyarakat dapat hidup 

sehat dan produktif dari level negara sampai level peorangan 

secara berkelanjutan (UU RI No.18 Tahun 2012 Tentang pangan, 

2012). Di Indonesia saat ini masyarakat umumnya mengkonsumsi 

nasi sebagai pangan pokok. Kondisi menyebabkan  kenaikan 

harga beras menjadi terasa akibatnya bagi perekonomian 

masyarakat terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah 

(Habriyanto et al., 2023). Berdasarkan kondisi tersebut, maka 

badan pangan Nasional sebagai institusi yang mengelola dan 

menjaga ketahanan pangan nasional, memperhatikan secara 

seksama saat terjadi kenaikan harga pangan terutama beras di 

Indonesia (Nasional, 2024). 

Pada awal tahun 2024, khususnya akhir Febuari, terjadi 

kenaikan harga beras tertinggi di Indonesia, mencapai harga Rp. 

18.000 dan menjadi harga eceran tertinggi melampaui harga 

eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah (Indonesia, 2024). 

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi 

manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. (Yulianti, 
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Apriyanto, M., Azhar, A., KMS. FikrI, N.S. (2023).  Pemerintah 

Indonesia seringkali bergantung pada impor beras, bahkan pada 

musim panen setempat. Ketergantungan ini dapat melemahkan 

pertanian lokal dan perekonomian pertanian, karena dana yang 

seharusnya mendukung pertanian dalam negeri dialihkan untuk 

membeli beras impor. (Yudha, A.T.R.C., Setiani, S.Y., Huda, N., 

Maksum, Sugiyanto (2023). Ketahanan pangan merupakan 

sebuah konsep multidimensional. Food and Agriculture 

Organtization (FAO) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai 

kondisi ketika keseluruhan masyarakat mencapai akses baik fisik, 

sosial dan ekonomi pada keperluan pangan yang stabil, aman dan 

layak sebagai pelengkap kebutuhan mereka demi melanjukan 

kondisi hidup yang lebih baik. 

Menurut data Global Food Security Index (2022) ketahanan 

pangan Indonesia pada 2022 mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya berada di level 60,2. Akan tetapi, level ini masih di 

bawah rata-rata global. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

ketahanan pangan Indonesia masih perlu diperkuat lagi. 
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Gambar 1. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia (2012-2022) 

Sumber: GPSI 2022 

 
Krisis pangan diperkirakan akan melanda dunia dalam 50 

tahun ke depan. Hal ini disebabkan karena kondisi pasca pandemi 

Covid-19 serta perubahan iklim. Menurut laporan yang dirilis 

Global Network Against Food Crisis (GRFC) dan Food and 

Agriculture Organization (FAO) pada akhir 2019 lalu, setidaknya 

ada 135 juta orang di 55 negara mengalami krisis pangan akut. 

Hal ini menyebabkan 75 juta pertumbuhan anak terganggu dan 17 

juta lainnya terdampak malnutrisi pada tahun 2019. Data yang 

dirilis ini menunjukkan angka tertinggi dampak krisis pangan dan 

malnutrisi sejak laporan pertama pada tahun 2017. (FAO Reports, 

“Global Report on Food Crisis”, (New York: Food Security 

Information Network, 2020), hlm. 2-11).  

Sumber data berasal dari laporan FAO tentang adanya 

ancaman krisis pangan berdasarkan pertimbangan data di tahun 

2019 yang menyatakan setidaknya ada 55 negara mengalami 
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krisis pangan akut/serius. Informasi laporan dari FAO 

mengindikasikan adanya potensi Indonesia dalam mengatasi 

permasalahan keamanan pangan dan gizi buruk. Kemudian, 

informasi lebih lanjut dilakukan untuk mengetahui kondisi 

kekuatan agrikultur Indonesia saat ini yang memiliki perubahan 

akibat kondisi ekonomi dan perubahan kondisi global. Setelah itu, 

keberadaan food estate dalam Program Strategis Nasional 2020-

2024 sebagai respons pemerintah dalam menghadapi ancaman 

krisis pangan setelah masa pandemi serta mengaitkannya dengan 

posisi Indonesia saat ini. (Mohajan, H.K. (2018) 
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BAB 2  
PENGERTIAN LUMBUNG PANGAN 

 

Menurut Munawir (2018) sistem adalah suatu aktivitas yang 

tersusun dan susunan metode-metode yang saling berinteraksi. 

Interaksi dari beberapa bagian yang ada didalamnya berorientasi 

pada memudahkan operasi utama organisasi dan kelompok. 

Menurut putri & syafina (2018:379) informasi didefinisikan 

sebagai keterangan, konsep dan garis besar yang bermakna. 

Menurut versi lain, informasi adalah data yang sangat berguna 

untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan 

kajian yang dikemukan oleh krisnandi, Efendi & Sugiono (2019)  

kata “manajemen” berasal berasal dari Inggris, dan artinya adalah 

“mengelola” yang berarti manajemen yang buruk. Apabila sebuah 

perusahaan berhasil mencapai tujuan, itu menunjukkan bahwa 

perusahaan tersesebut memiliki kemampuan menajemen yang 

baik.  

Kajian yang dikemukan oleh Dongoran & Nasution 

(2020:379) bahwa sistem informasi manajemen merupakan 

Sistem manusia dan mesin yang sistematis untuk menyiapkan 

informasi dan membantu dalam pengambilan keputusan 

organisasi disebut sistem informasi manajemen. Semua 

tingkatan manajemen akan membutuhkan hasil informasi, 

sehingga dapat disebut sebagai metode pengelolaan informasi 

organisasi. Dengan demikian, penerapan sistem informasi 
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manajemen dalam suatu organisasi tentunya membutuhkan 

penggunaan komputer untuk mengolah data untuk 

mendapatkan informasi yang diperlukan.  Menurut Soetrisno 

(2005:16) distribusi pangan adalah kegiatan menyalurkan 

bahan pangan dari titik produksi (petani produsen) ke titik 

konsumsi (konsumen akhir). Distribusi tidak hanya mencakup 

distribusi makanan di dalam negeri tetapi juga perdagangan 

internasional dalam suatu sistem harga yang terintegrasi 

dengan baik. 

Ketahanan pangan telah lama menjadi isu global, dan 

FAO mendefinisikannya sebagai suatu keadaan di mana semua 

rumah tangga memiliki akses fisik dan finansial terhadap 

pangan untuk semua keluarga dan rumah tangga. Berdasarkan 

informasi dari Dewi dan Ginting (2012). Kedaulatan pangan 

merupakan tujuan yang harus dicapai dan sangat penting bagi 

produksi pangan dan pertanian. Pangan yang dapat dimakan 

menjadi proses produksi pangan itu sendiri dalam konteks 

kedaulatan pangan. dilokalisasi dan diputuskan secara lokal, 

bukan oleh kekuatan eksternal (kapitalis global). Negara-negara 

yang menerapkan kedaulatan pangan mempunyai kendali 

penuh atas seberapa baik penduduknya diberi makan. Karena 

pangan menjadi semakin langka dan sulit memperkirakan 

bagaimana produksi pangan akan bereaksi terhadap perubahan 

iklim, banyak negara saat ini berupaya mencapai kesejahteraan 
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pangan. Konsep negara berdaulat pangan berbeda dengan 

kenyataan surplus ekspor pangannya digunakan untuk membeli 

devisa. 

Segala sesuatu yang dimakan oleh manusia untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi tubuh dianggap 

sebagai makanan. Suandi (2012) menegaskan bahwa pangan 

merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia untuk 

bertahan hidup. Menurut Randa (2017) kemampuan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara 

tepat dan mudah diakses disebut dengan ketahanan pangan. 

Pendirian lumbung pangan masyarakat (LPM) di Sumbar 

diapresiasi baik oleh warga. 

Menurut FAO (2018), salah satu bahaya yang tidak biasa 

yang disebabkan oleh perubahan iklim adalah krisis pangan. 

Perubahan iklim berdampak negatif pada empat pilar keamanan 

pangan: ketersediaan, akses, pemanfaatan, stabilitas, dan 

interaksi. Menurut FAO (2018)  menyatakan bahwa kurangnya 

akses yang aman terhadap kecukupan jumlah makanan yang 

aman dan bergizi untuk pertumbuhan manusia normal serta 

perkembangan hidup aktif dan sehat disebut sebagai krisis 

pangan. Terbatasnya ketersediaan atau ketidakmampuan untuk 

mendapatkan makanan sehat dan bernutrisi adalah definisi food 

insecurity oleh Gundersen dan Ziliak (2015). 
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Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 pasal 1 

butir 3  tentang pangan dijelaskan bahwa Ketahanan Pangan 

adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan 

individu, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, 

baik dalam jumlah maupun kualitasnya, aman, beragam, 

bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, atau budaya masyarakat, sehingga 

masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara 

berkelanjutan. Sementara itu, FAO mendefinisikan ketahanan 

atau ketahanan pangan sebagai keadaan di mana setiap individu 

mempunyai akses terus-menerus terhadap pangan yang aman 

dan bergizi dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari sesuai dengan pilihannya, baik secara 

fisik maupun finansial.  

Lumbung Pangan Nasional atau dikenal dengan Food 

Estate merupakan proyek pengembangan pangan yang diawasi 

oleh Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 

dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). informasi dari 

Lasminingrat, L. & Efriza (2020). Indonesia berupaya 

mewujudkan ketahanan pangan melalui Food Estate. Untuk 

menjaga stabilitas setelah pandemi ini, pemerintah Indonesia 

menjalankan Program Strategis Nasional yang mencakup 

jaminan ketahanan pangan dalam negeri (Direktorat Jenderal 
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Tanaman Pangan, 2022). Komite Ketahanan Pangan Dunia 

(PBB) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai memiliki 

semua orang, setiap saat, akses terhadap pangan yang cukup, 

aman, dan bergizi yang memenuhi preferensi pangan dan 

kebutuhan pangan mereka untuk hidup aktif dan aktif. 

Ketahanan pangan didefinisikan oleh Konferensi FAO tahun 

1984 sebagai cukupnya pasokan makanan bagi manusia dan 

menjamin bahwa setiap orang dapat memperoleh makanan. 

Armstrong (2006) mendefinisikan manajemen sumber 

daya manusia (SDM) sebagai pendekatan strategis dan terpadu 

untuk mengelola aset paling berharga dari suatu organisasi, 

yaitu individu-individu yang bekerja di sana yang berkontribusi 

secara individu dan kolektif terhadap pencapaian tujuannya. 

Menurut Purnaya (2016:2) manajemen sumber daya manusia 

adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan terhadap kegiatan pemberian pengembangan, 

pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan 

pelepasan sumber daya manusia guna mencapai berbagai tujuan 

baik individu, organisasi, dan organisasi. tujuan publik. 

Menurut Hasibuan (2016:9), manajemen ketenagakerjaan 

adalah “Suatu ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan 

peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu 

mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.” 

Menurut Hasibuan (2016:9) manajemen ketenagakerjaan 
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adalah Suatu ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan 

peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu 

mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

Secara garis besar manajemen sumber daya manusia 

adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana organisasi 

mengelola sumber daya mereka, termasuk perekrutan, pelatihan 

dan pengembangan, kompensasi dan manfaat, dan pengukuran 

kinerja karyawan. Msdm dalam mengelola pangan nasional 

adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian dan pemantuan kegiatan yang 

berkaitan dengan pembelian, pengembangan, perekrutan, 

rekrumen dan pemeliharan sumber daya manusia untuk 

mencapai tujuan individu dan organisasi. 

Sesuai dengan informasi dari Kementerian Pertanian RI 

(2010). Lumbung pangan nasional adalah jenis Food Estate, 

juga disebut kebun pangan skala luas. Ini adalah budidaya 

tanaman skala luas (lebih dari 25 hektar) yang dilakukan 

dengan konsep pertanian sebagai sistem industri yang 

didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, dan 

organisasi dan manajemen modern. Sesuai dengan informasi 

dari Ruspayandi, Bantacut, Arifin & Fahmi(2023) untuk 

menjaga stabilitas pasokan dan harga bagi produsen dan 

konsumen, pemerintah menugaskan BULOG, sebuah Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) pangan, untuk mengelola 
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Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan mendorong 

pertumbuhan sektor terkait pangan. 

BULOG merupakan badan usaha milik negara (BUMN) 

yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengelola persedian 

beras pemerintah (CBP) dan pengembangan industri pangan 

untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bagi produsen 

dan konsumen. Konsep awal ketahanan pangan yang dibuat 

oleh World Food Summit tahun 1996 menjadi referensi untuk 

definisi saat ini dari ketahanan pangan, yang sekarang 

digunakan oleh UU Pangan. Berdasarkan Santoso & Angela 

(2023) manusia mempunyai kebutuhan penting yang harus 

dipenuhi yaitu pangan. Pangan sangatlah penting karena 

merupakan fondasi keberadaan manusia; tanpanya, manusia 

tidak dapat bertahan hidup atau tumbuh. Pangan merupakan 

kebutuhan pokok yang harus selalu disediakan, terutama beras. 

Kelangkaan atau bahkan ketiadaan cadangan pangan di suatu 

negara atau wilayah diyakini dapat memicu serangkaian 

peristiwa yang dapat mengakibatkan krisis. 

Menurut Soerjono Soekanto (2002), peran merupakan 

faktor dinamis tingkatan atau status jika melakukan sesuatu 

sesuai dengan hak dan kewajibannya. Peran juga dapat merujuk 

pada sifat atau tindakan yang diharapkan dari seseorang yang 

memiliki posisi atau status sosial tertentu. Menyediakan cara 

untuk mengidentifikasi dan menempatkan orang dalam 
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masyarakat, peran adalah model perilaku komprehensif yang 

diterima secara sosial. Berdasarkan kajian dari Melia, Aldian, 

Pahlevi, Risqullah & Oktaffiani (2023) pemerintah adalah 

suatu lembaga atau media negara yang melaksanakan 

kegiatannya dan ditunjuk demikian. Selain mengelola tanggung 

jawab, pemerintahan juga berusaha memenuhi tugas yudikatif 

dan legislatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Kemampuan sebuah rumah tangga untuk mengakses dan 

memperoleh makanan yang cukup didefinisikan sebagai akses 

pangan. Ini dapat dicapai melalui produksi sendiri, pembelian, 

barter, pinjaman, hadiah, atau bantuan dari berbagai sumber 

lainnya. Meskipun ketersediaan makanan di daerah tertentu 

cukup, ini tidak menjamin bahwa semua rumah tangga 

memiliki kemampuan untuk mengakses makanan tersebut. 

Berdasarkan penyelidikan FAO. Log.cit hal. Fungsi FAO 

dalam Menyelesaikan Krisis Pangan Pemerintah Bangladesh 

sudah tidak mampu lagi menangani permasalahan bencana 

pangan sendiri, sehingga bantuan FAO menjadi sangat penting 

dalam membantu menyelesaikan krisis pangan yang muncul di 

Bangladesh. 

Menurut Sadewa, Heryadi & Hidayat (2020) untuk 

menangani krisis pangan dan kelaparan di seluruh dunia, Food 

and Agriculture Organization (FAO) adalah organisasi yang 
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bergerak di bidang pertanian dan pangan. Menurut Aisyah  

(2020) untuk memperkuat kebutuhan pangan nasional, 

ketahanan pangan nasional merupakan upaya yang harus 

dilakukan secara bersamaan oleh pemerintah, petani, 

komunitas, petani, masyarakat, dan pemilik modal. Sesuai 

kajian dari Hakim (2014) Ketersediaan pangan dapat 

didefinisikan sebagai kemampuan untuk memiliki jumlah 

makanan yang cukup; pemanfaatan pangan dapat didefinisikan 

sebagai kemampuan untuk memanfaatkan bahan makanan 

berkualitas tinggi; dan aksesibilitas pangan dapat didefinisikan 

sebagai kemampuan untuk memperoleh makanan (Hakim, 

2014). 

Menurut Badan Ketahanan Pangan Indonesia dalam 

mempertahankan ketahanan pangan di Indonesia perlu adanya 

sistem informasi untuk pemetaan daerah potensi dan rawan 

pangan. Secara sederhana kondisi ketahanan pangan daerah 

sangat ditentukan oleh jumlah produksi, konsumsi dan 

distribusi pangan. Dari aspek kerawanan pangan terbagi 

menjadi 4 kelompok, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan 

dan pendapatan, kesehatan dan gizi, serta aspek kerentanan 

pangan yang disebabkan oleh keadaan lingkungan dan kejadian 

bencana alam. Produksi pangan merupakan susunan jenis dan 

jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok 

orang pada waktu tertentu. Ahmad, A (2022:26). Menurut 
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kajian dari Ahmad, A (2022:1) pangan merupakan esensial dan 

komonitas paling, strategi dalam kehidupan manusia, penuh 

kebutuhan pangan merupakan hak asasi manusia. 

Berdasarkan kajian yang di kemukakan oleh Kristiawan 

(2021:3)  pangan merupakan istilah yang teramat penting bagi 

pertanian karena secara hakiki pangan merupakan salah satu 

kebutuhan paling dasar dalam  pemenuhan aspirasi humanistik. 

Menurut Zahara., Hanum, E., Halim, F (2023), ketahanan 

pangan merupakan isu strategis dari bagian pemenuhan 

kebutuhan pangan utama masyarakat. Berdasarkan informasi 

dari Menurut Zahara., Hanum,E., Halim,F.(2023). Kemandirian 

pangan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap 

negara yang berdaulat, sebagai upaya mandiri dalam 

memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan tanpa 

bergantung dari impor pangan. Kemandirian pangan ditandai 

oleh tiga hal yaitu (1) produksi dalam negeri, (2) cadangan 

pangan, dan (3) impor pangan. Untuk itu, langkah pertama 

yang diambil dalam menjaga stabilitas pangan adalah dengan 

meningkatkan produksi pangan dalam negeri, dengan 

melakukan optimalisasi sumber daya pertanian, penggunaan 

teknologi pertanian yang tepat dan efisien, dan manajemen 

distribusi yang merata. 
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Menurut Dongoran, S., & Nasution, M. I. P. (2020). 

Sistem impormai manajemen merupakan sistem manusia atau 

mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi, guna 

mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan 

keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi yang 

sudah digunakan oleh perusahaan yang bergerak dibidang 

perdagangan barang dan jasa. Menurut Dongoran, S., & 

Nasution, M. I. P. (2020). Sistem informasi merupakan dasar 

bagi jalannya bisnis saat ini. Di banyak industri, kelangsungan 

hidup perusahaan sangatlah sulit tanpa penggunaan luas dari 

teknologi informasi. Berdasarkan informasi yang dikemukakan 

oleh Barrett, Christopher B. 2002.  Keamanan pangan atau food 

security adalah kemudahan akses berbagai individu terhadap 

kecukupan makanan untuk memberikan energi serta nutrisi 

yang dibutuhkan agar hidup aktif dan sehat. 

Menurut Dongoran, S., & Nasution, M. I. P. (2020). 

Beras merupakan salah satu komoditi yang diunggulkan dalam 

food estate dan merupakan bahan pokok yang utama bagi 

masyarakat Indonesia. Menurut Dongoran, S., & Nasution, M. 

I. P. (2020 Berdasar kajian dari Food estate merupakan suatu 

daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di 

Indonesia. Adapun, lumbung pangan baru ini juga menjadi 

bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2020 

hingga 2024.  
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BAB 3  

FOOD ESTATE DAN KETAHANAN PANGAN 

 

 

Food Estate merupakan upaya Indonesia untuk meraih 

keamanan pangan. Pemerintah Indonesia  

mengimplementasikan Program Strategis Nasional untuk 

menjaga kestabilan setelah pandemi, termasuk keamanan 

pangan di Indonesia (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 

2022). Selain itu mengamankan pangan, program food estate 

juga sesuai dengan upaya Pemerintah Indonesia untuk 

mencapai tujuan nomor 2 dari Sustainable Development Goals 

(SDGs) yaitu untuk mengakhiri kelaparan dan mencapai 

keamanan pangan (Rasman et al., 2023).   

Menurut Food and Agricultural Organization (2006), 

Keamanan Pangan atau Food Security memiliki definisi yaitu  

keamanan pangan ada ketika semua orang, dalam setiap waktu 

memiliki akses ekonomi dan fisik terhadap makanan yang 

aman, bernutrisi, dan memadai yang dapat memenuhi 

kebutuhan pangan dan preferensi mereka untuk hidup yang 

aktif dan sehat. Berdasarkan informasi dari Ananta, I. D. 

(2023). Bahwa program food estate merupakan salah satu 

terobosan oleh pemerintah untuk dapat menjaga ketahanan 

pangan di Indonesia, terlebih saat Pandemi Covid yang 
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berlangsung 2020 lalu menyebabkan produkvitas pangan di 

Indonesia menurun sehingga indeks ketahanan pangan juga 

ikut turun. Apabila program ini dilaksanakan pada koridor yang 

benar, tentunya dapat memberdayakan petani yang berlokasi di 

area food estate, sehingga harapannya kesejahteraan petani 

meningkat dan program padat karya di bidang pertanian dapat 

dingkatkan. Hal tersebut berimplikasi pada pengurangan ngkat 

pengangguran di daerah setempat. 

Gambar 2. Grafik Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 

Sumber: Databoks (2022) 

Berdasarkan grafik di atas, Ahdiat (2022) dari Databoks 

meneli bahwa keadaan pangan di Indonesia tahun 2022 cukup 

stabil berada di indeks 60,2. Namun demikian, keadaan sempat 

memburuk di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 yang 

menyebabkan indeks turun drass dari 62,6 ke 59,5. 

Memburuknya kondisi ketahan pangan di Indonesia direspon 
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langsung oleh presiden Joko Widodo dengan pengawalan 

langsung program food estate di Kalimantan (Basundoro & 

Sulaeman, 2020). 

Ketahanan Pangan  

1. Dalam  Undang-Undang Pangan, pasal 1 ketahanan  pangan 

didefinisikan sebagai “kondisi    terpenuhinya pangan bagi 

negara sampai dengan perseorangan,  yang  tercermin  dari  

tersedianya pangan   yang   cukup,   baik   jumlah   maupun 

mutunya,  aman,  beragam,  bergizi,  merata,  dan terjangkau   

serta   tidak   bertentangan   dengan agama,  keyakinan,  

danbudaya  masyarakat, untuk  dapat  hidup  sehat,  aktif,  dan  

produktif secara  berkelanjutan”  

 

Untuk memenehi kebutuhan pangan diperlukan produksi pangan  

Nurlindan dkk (2014) menjelaskan bahwa komponen pneint 

dalam produksi salah satunya adalah produksi tanaman pangan di 

mana hal ini dikenal dengan istilah perswahan  Namun demikian, 

suhu dan pola curah hujan terkadang mempengaruhi produksi 

beras di sebuah wilayah. Sebagai contoh jika terjadi kekeringan, 

maka ketersediaan air harus dipersiapkan terlebih dahulu agar 

proses produksi padi tidak terganggu. Di sisi lain, perubahan suhu 

juga dapat mempengaruhi proses poduksi padi, yaitu kurang 

maksimal dan panen tidak maksimal. 
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Menurut Nugroho, R.J. & Habiballoh, A. A. (2023), 

produksi pertanian di Kabupaten Kebumen sangat dipengaruhi 

oleh budidaya padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Daerah ini 

memiliki berbagai tanaman, termasuk tomat, mentimun, jeruk, 

dan pisang. Meskipun demikian, fluktuasi suhu dan curah hujan 

dapat memengaruhi produktivitas tanaman-tanaman ini. Misalnya, 

suhu yang tinggi dapat menyebabkan pematangan buah dan sayur 

sebelum waktunya, yang dapat menurunkan hasil dan kualitas. 

Selain itu, perubahan pola curah hujan dapat menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman, terutama yang 

memiliki kebutuhan air tinggi. Sebagaimana didefinisikan oleh 

Organisasi Pangan dan Pertanian (2006), “ketahanan pangan” 

terwujud ketika setiap individu, setiap saat, memiliki akses baik 

secara ekonomi maupun fisik terhadap pangan yang aman, 

bergizi, dan cukup yang memenuhi kebutuhan dan preferensi diet 

mereka untuk kehidupan yang sehat dan aktif.  

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Ritonga, Ikhwan, 

& Putri (2023) kebutuhan akan informasi akan terus meningkat 

karena teknologi informasi membantu menyelesaikan masalah 

dan mempermudah pekerjaan manusia. Berdasarkan Suandi 

(2012) salah satu kebutuhan dasar yang paling penting bagi 

manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan adalah 

makanan, yang memberikan sumber nutrisi (karbohidrat, lemak, 

protein, vitamin, mineral, dan air), yang sangat penting bagi 
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manusia untuk tetap sehat dan sehat sepanjang siklus kehidupan 

mereka. 

Setiap negara yang berdaulat ingin mencapai kemandirian 

pangan, yang berarti mereka dapat memproduksi dan memenuhi 

kebutuhan pangan mereka sendiri tanpa bergantung pada impor. 

Kemandirian pangan ditandai oleh tiga hal: produksi dalam 

negeri, cadangan pangan, dan impor. Berdasarkan kajian yang 

dikemukakan oleh Zahara,Hanum & Halim, (2023) pangan 

merupakan landasan dan instrumen dalam menjaga keutuhan dan 

persatuan bangsa, oleh karena itu ketersediaan pangan perlu 

diperhatikan dan diseimbangkan, karena mempunyai peranan 

penting dalam seluruh sendi kehidupan seseorang. 

Menurut  Badan Keamanan Pangan (2018), situasi dimana 

masyarakat mempunyai akses terhadap pangan yang aman baik 

dari segi kuantitas maupun kualitas.” mudah beradaptasi, sehat, 

adil, dan terjangkau untuk kehidupan yang aktif dan sehat, serta 

mempertimbangkan preferensi. Menurut UU Pangan  Nomor 18 

Tahun 2012 kedaulatan pangan adalah pilihan kebijakan pangan 

yang dilakukan secara otonom oleh negara dan otoritas nasional 

yang menjamin akses masyarakat terhadap pangan dan 

memberikan kewenangan kepada masyarakat lokal untuk 

merancang sistem pangan yang memaksimalkan sumber daya 

yang tersedia. Sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan 

Pemerintah No. 17 Tahun 2015, ketahanan pangan dan gizi adalah 
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kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi mulai dari 

tingkat nasional hingga individu. Hal ini ditunjukkan melalui 

ketersediaan pangan yang cukup baik dari segi kuantitas maupun 

kualitas, aman, beragam, sesuai dengan kebutuhan gizi, 

terdistribusi secara merata, terjangkau, serta menghargai agama, 

kepercayaan, dan budaya. Tujuannya adalah tercapainya status 

gizi yang normal sehingga mendukung kehidupan yang sehat, 

aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Ketahanan Pangan dan gizi, serta regulasi-regulasi lainnya yang 

juga diperkuat dengan tatanan konsep internasional melalui Food 

Agriculture Organization (FAO) merupakan landasan program 

pembangunan Ketahanan Pangan baik di tingkat Nasional, 

Provinsi, ataupun Kabupaten / Kota. Sesuai informasi dari 

Rusono (2019) stabilisasi  pasokan dan harga pangan merupakan 

hal penting untuk mencapai ketahanan pangan. Salah satu upaya 

untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah 

dengan memperkuat stok pangan yang mencakup jumlah, 

kualitas, mekanisme pengadaan dan penyalurannya. 

Berdasarkan informasi dari Santoso & Angela (2023) beras 

untuk rumah tangga miskin (Raskin) adalah program pemerintah 

yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah 

tangga miskin serta meningkatkan akses masyarakat miskin dalam 
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pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak 

dasar masyarakat. Beras merupakan program pemerintah yang 

penting untuk mengurangi penderitaan atau beban asyarakat 

khususnya rumah tangga miskin. Hal ini memunculkan program 

yang dinamakan dengan Raskin, karena dianggap tepat untuk 

pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat (Santoso & Angela, 

2023).   

Berdasarkan kajian dari Lestari & Meilani (2023) 

ketahanan pangan secara global merupakan isu strategis bagi 

Negara maju juga berkembang salah satunya Indonesia, melihat 

dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi pangan memiliki 

dimensi yang luas dengan masalah ekonomi, sosial dan politik. 

Lumbung pangan adalah lembaga cadangan pangan di lokasi 

perdesaan, lumbung pangan berperan untuk mengatasi kerawanan 

pangan di masyarakat. Berdasarkan kajian dari (Lestari,A.& 

Meilani,N.L. 2023). Lumbung pangan merupakan suatu bentuk 

kelembagaan pangan masyarakat yang kemudian memiliki peran 

penting untuk menyediakan kebutuhan stok cadangan makanan 

pada saat musim paceklik atau petani mengalami gagal panen. 

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2000 

tentang Program Pembangunan Nasional, dalam hal memperkuat 

landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat 

dilakukan dengan salah satu caranya yaitu dengan program 

pembangunan ketahanan pangan dengan program peningkatan 
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diversifikasi pangan. Menurut (Sadewa, D.P., Heryadi, D. 

Hidayat, T. 2020). Food and Agriculture Organization (FAO) 

merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang 

pertanian dan pangan  yang dibentuk untuk mengatasi krisis 

pangan dan kelaparan di dunia. Berdasarkan Informasi dari 

Ruspayandi, Bantacut, Arifin, & Fahmi (2023) menunjukkan 

bahwa BULOG merupakan organisasi yang didirikan pemerintah 

Indonesia untuk mengawasi kebijakan pangan. 

FAO menyatakan bahwa kurangnya akses yang aman 

terhadap kecukupan jumlah makanan yang aman dan bergizi 

untuk pertumbuhan manusia normal serta perkembangan hidup 

aktif dan sehat disebut sebagai krisis pangan. Menurut 

Gundersen dan Ziliak (2015). Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan tentang 

ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah keadaan dimana 

terdapat cukup pangan untuk suatu negara dan setiap individu. 

Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya pangan yang cukup, 

baik kuantitas maupun kualitas, aman, terdiversifikasi, bergizi, 

merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, 

kepercayaan, atau budaya masyarakat. 

Kajian yang dikemukan oleh  Lasminingrat & Efriza 

(2020) bagi masyarakat Indonesia, beras merupakan makanan 

pokok utama dan salah satu komoditas terpopuler dalam 

industri pangan. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 
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mendefinisikan pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari 

kehidupan dan udara, diolah atau tidak, dan dimaksudkan untuk 

dikonsumsi oleh manusia. Ini termasuk bahan tambahan 

makanan, bahan mentah, dan zat lainnya. Digunakan untuk 

menyiapkan, mengolah, dan/atau membuat makanan dan 

minuman. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 

mendefinisikan ketahanan sebagai kemampuan suatu rumah 

tangga dalam memenuhi kebutuhan pangannya, yang 

ditunjukkan dengan tersedianya pangan yang cukup, aman, 

merata, dan murah, serta cukup kuantitas dan kualitasnya. 
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BAB 4  

KETERSEDIAAN PANGAN 

 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, 

Cadangan Gabah Nasional adalah persediaan pangan di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipergunakan untuk 

konsumsi manusia dan untuk mengatasi kekurangan pangan, 

gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Menurut 

Hui (2013) Pangan dapat dipahami dalam dua pengertian: secara 

umum, pangan merujuk pada hasil produksi pertanian di 

subsektor tanaman pangan; sedangkan secara khusus, pangan 

mencakup tanaman biji-bijian seperti padi, beras, jagung, 

gandum, dan sorgum. Menurut Lumbanraja dan Fahreza (2023) 

serangkaian kebijakan dan program yang bertujuan untuk 

meningkatkan ketahanan pangan dan ketersediaan pangan di suatu 

wilayah disebut politik pangan.  

Menurut jurnal yang diterbitkan Sutrisno (2022) ketahanan 

pangan adalah komponen penting dari pembangunan hampir 

semua negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, program 

ketahanan pangan sangat penting dan diwajibkan oleh pemerintah 

pusat dan daerah. Berdasarkan jurnal karya  Sutrisno (2022) 

sistem Ketahanan Pangan suatu daerah harus diwujudkan sebagai 

bagian dari komitmen Pemerintah Daerah terhadap masyarakat, 
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yang meliputi pengembangan sumber daya manusia yang cerdas, 

aktif, sehat, dan produktif. Berdasarkan informasi dari Sari & 

Dianti (2024) makanan pokok utama yang sangat penting bagi 

budaya Indonesia adalah nasi. Indonesia merupakan salah satu 

negara dengan tingkat konsumsi beras tertinggi di dunia, dengan 

114 kg beras dikonsumsi per kapita setiap tahunnya sebagai 

makanan pokok bagi lebih dari 270 juta orang.  

Menurut Dianti & Sari (2024) sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan 

kepada Perum Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, 

Perum Bulog adalah lembaga milik negara yang bertanggung 

jawab untuk menjaga ketahanan pangan nasional Indonesia. 

Berdasarkan kajian dari Sen (1989) & Simatupang (1999) 

ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam 

pembangunan suatu negara, khususnya negara berkembang, 

karena mempunyai peran ganda yaitu sebagai salah satu sasaran 

utama pembangunan dan salah satu instrumen utama 

pembangunan ekonomi. Berdasarkan informasi dari Aisyah 

(2020) bahwa ketahanan pangan mengacu pada keadaan di mana 

rumah tangga memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, 

terjangkau, dan mencukupi baik kuantitas maupun kualitasnya.  

Menurut Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002, 

ketahanan pangan didefinisikan sebagai ketika kondisi 

masyarakat di daerah tersebut dapat terpenuhi dalam bidang 
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pangan bagi rumah tangga yang ditunjukkan oleh ketersediaan 

pangan yang cukup, kualitas, aman, merata, dan dapat diakses 

oleh semua masyarakat. Dalam Undang-Undang Pangan Nomor 7 

Tahun 1996 secara khusus menguraikan bagaimana pemerintah 

harus menerapkan konsep integratif, partisipatif, dan 

memberdayakan guna mewujudkan ketahanan pangan. Menurut 

FAO (1996), Socha dkk. (2012), dan Syaifullah (2013), 

“ketahanan pangan” adalah kemampuan penyediaan pangan yang 

mudah diperoleh, cukup, aman, dan bergizi bagi setiap orang agar 

dapat hidup aktif dan sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 

tahun 2012 (Republik Indonesia 2012) ketahanan pangan adalah 

kondisi di mana pangan tersedia bagi negara sampai dengan 

individu, baik dalam jumlah maupun kualitasnya, secara aman, 

beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, sehingga orang dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 

Berdasarkaan informasi dari Susilawati (2018) LSM  atau 

organisasi non-pemerintah, memainkan peran utama dalam 

menciptakan dan melaksanakan program-program yang bertujuan 

untuk mengurangi kemiskinan. karena mereka biasanya memiliki 

banyak fleksibilitas dan memiliki pengetahuan tentang komunitas 

yang mereka ciptakan. LSM-LSM ini terkadang lebih berhasil 

menjangkau masyarakat miskin dibandingkan inisiatif 

pemerintah. Menurut Kementan (2015-2019) untuk memenuhi 

kebutuhan dan konsumsi pangan masyarakat, rumah tangga, dan 
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individu secara berkelanjutan, ketersediaan pangan sangat penting 

untuk mewujudkan ketahanan pangan. Menurut Farid, Romadi, 

dan Witono (2018). Pangan adalah kebutuhan dasar utama 

manusia yang harus dipenuhi setiap saat, dan padi adalah 

komoditas tanaman pangan yang sangat penting secara strategis. 

Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, distribusi 

pangan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau 

serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara 

merata setiap saat. Peran Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) sebagai regulator 

adalah Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan 

pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan regulasi. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Yanti dan Nawangsari (2023) 

dalam hal ini, peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), adalah untuk membuat 

kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan sehingga 

berbagai kepentingan pemerintah dan masyarakat dapat diimbangi 

untuk optimalisasi program. 

Sebagai warga bangsa-bangsa di seluruh dunia, masalah 

pangan diakui sebagai masalah sehari-hari bagi setiap individu 

atau komunitas. Gardjito, M. (2013:2) Menurut kajian jurnal dari 

Sutrisna dan Partama (2021:1). Negara bertanggung jawab untuk 

memenuhi hak asasi setiap orang untuk makan. Dengan demikian, 

pembangunan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan 
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sangat penting untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Karena 

produksi pangan sebagian besar bergantung pada pola pertanian 

berbasis lahan, lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya 

penting yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam 

menyediakan pangan tersebut. Menurut UU No. 41 Tahun 2009 

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 

lahan pertanian pangan berkelanjutan harus ditetapkan secara 

nasional, provinsi, kabupaten, dan kota dalam Rencana 

Pembangunan (RPJPD dan RPJMD Kota Denpasar), dan harus 

dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan 

Zonasi. 

Suryana, N. dan Choeriah, A. (2024:2) menyatakan bahwa 

ketahanan pangan tidak hanya harus memenuhi kebutuhan pangan 

masyarakatnya, tetapi juga harus mampu memenuhi tiga aspek 

penting lainnya. Ketiga aspek tersebut adalah kedaulatan pangan 

(kekuasaan pangan), kemandirian pangan (ketahanan pangan), 

dan keamanan pangan (keamanan pangan). Dengan kata lain, 

ketahanan pangan yang dimaksudkan adalah ketahanan pangan 

yang berbasis pada ketiga aspek tersebut. Berdasarkan informasi 

dari Suryana dan Choeriah  (2024:2) menyatakan Kedaulatan 

pangan adalah hak negara dan bangsa untuk secara mandiri 

menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan 

bagi rakyatnya dan memberikan hak bagi masyarakat untuk 

menentukan sistem pangan yang sesuai dengan sumber daya 
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lokal. Ada dua pihak terkait kedaulatan pangan: (1) negara yang 

memiliki hak secara mandiri untuk menentukan kebijakan pangan 

yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, dan (2) 

masyarakat yang juga memiliki hak untuk menentukan sistem 

pangan yang sesuai dengan sumber daya lokal. 

Berdasarkan informasi dari oleh Choeriah & Suryana  

(2024: 3) ketahanan pangan mengacu pada kemampuan suatu 

negara untuk memberi makan masyarakatnya sambil 

memperhitungkan gangguan atau kekurangan sumber pangan 

utama di masa depan yang disebabkan oleh berbagai keadaan, 

termasuk perang, ketidakstabilan ekonomi, kekurangan bahan 

bakar, kekeringan, dan penundaan pengiriman. Kajian yang 

dikemukan oleh Choeriah & Suryana  (2024: 3) penilaian 

ketahanan pangan dipisahkan menjadi dua kategori: 

ketergantungan eksternal, yang memisahkan sejumlah faktor 

risiko, dan swasembada individu (self-sufficiency). Meskipun 

banyak negara bercita-cita untuk mencapai swasembada individu 

guna memitigasi risiko kegagalan transportasi, hal ini merupakan 

tantangan di negara-negara berkembang karena sifat angkatan 

kerja yang sangat terdiversifikasi dan tingginya biaya untuk 

menanam pangan non-industri. Sebaliknya, output suatu negara 

akan menjadi tidak stabil jika warganya mempunyai tingkat 

kemandirian pribadi yang tinggi tanpa perekonomian yang kuat. 

Menurut Irianto, G. (2016:2).  Membangun kedaulatan pangan 
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memerlukan ketersediaan lahan untuk usaha pertanian. Terlepas 

dari presiden kita, kedaulatan pangan akan tetap hanya sekedar 

konsep dan retorika tanpa adanya reformasi politik terkait akses 

dan kontrol lahan. 

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu 

bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu 

mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam 

menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan 

ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga 

secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat 

membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup 

bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1996 

tentang Pangan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya 

pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya 

pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, 

dan terjangkau. Pengertian mengenai ketahanan pangan tersebut 

mencakup aspek makro, yaitu tersedianya pangan yang cukup; 

dan sekaligus aspek mikro, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan 

setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif. 

Ketahanan Pangan (pada tingkat nasional) diartikan sebagai 

kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya 

memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman; dan 

didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada 

keragaman sumber daya lokal.  



32 
 

Menurut Raharjo (2023:7)  ada perubahan besar di bidang 

pangan dan pertanian dalam sepuluh tahun terakhir dan sepuluh 

tahun ke depan yang perlu menjadi pertimbangan dalam 

menyusun strategi baru untuk meningkatkan ketahanan pangan 

bagi setiap negara. Pertama, yaitu kondisi iklim yang polanya 

semakin sulit untuk diperkirakan dan ekstrem, serangan hama dan 

penyakit yang makin ganas. Kedua, peningkatan proporsi 

penduduk yang usia lanjut dan konsumen pangan yang semakin 

peduli terhadap pengaruhnya bagi kesehatan dirinya, dan adanya 

tuntutan kebutuhan pangan yang makin spesifik bagi individu. 

Ketiga, peningkatan penghasilan penduduk yang membutuhkan 

penyediaan pangan yang makin beragam dan layanan penyajian 

makanan yang harus menyesuaikan tuntutan gaya hidup yang 

beragam. Keempat, pemasaran dan distribusi pangan yang makin 

luas menembus batas-batas negara di satu sisi membuka peluang 

pangsa pasar baru bagi produk tertentu, namun di sisi lain juga 

menimbulkan kompetisi yang makin ketat dengan produk yang 

sudah ada. Kelima, terganggunya rantai pasok bahan baku pupuk 

dan produksi serealia akibat konflik antarnegara yang masih 

berlangsung. 

Menurut Raharjo (2023:7)  Hal yang menjadi tantangan 

sekarang dan ke depan adalah bagaimana menghasilkan pangan 

yang cukup dan beragam untuk memenuhi kebutuhan terutama di 

Indonesia yang jumlah penduduknya besar dan terus meningkat, 
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sementara daya dukung sumber daya alam yang tersedia 

cenderung semakin berkurang atau menipis. Selain itu, yang tidak 

dapat diabaikan, yaitu kondisi saat ini di mana penggunaan 

sumber daya air yang sudah terlalu besar, pencemaran air yang 

sudah sangat meluas, dan emisi gas rumah kaca yang harus 

dikurangi. 

Menurut Raharjo (2023:8)  Upaya meningkatkan produksi 

pangan jika tidak dikelola dengan benar maka dapat berdampak 

memberikan beban yang semakin buruk pada lingkungan. 

Kegiatan produksi pangan mulai dari on farm sampai dengan 

proses pengolahan oleh industri dan distribusinya menimbulkan 

emisi gas rumah kaca, membutuhkan ketersediaan air bersih, dan 

menggunakan energi dalam jumlah yang makin besar. Panjangnya 

rantai produksi dan distribusi pangan yang belum didukung 

dengan infrastruktur yang memadai dan pengelolaan rantai pasok 

yang belum efisien berakibat terjadinya food loss maupun food 

waste yang cukup signifikan. Hal ini bukan saja berdampak 

menambah beban berat bagi lingkungan, melainkan juga 

membuat harga jual komoditas pangan tidak dapat bersaing. 

Menurut Raharjo (2023:8) Industri pangan baik berasal dari 

hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, maupun air 

memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. 

Kegiatan ekonomi sepanjang rantai pasok pangan telah dapat 

menyerap tenaga kerjamalam jumlah yang sangat besar sekaligus 
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memberikan penghasilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

para pekerja yang terlibat. Namun, para pelaku sepanjang rantai 

pasok industri pangan, terutama sebagian besar para petani, 

pekebun, peternak, nelayan, dan pedagang kecil, kondisi mata 

pencahariannya saat ini masih rapuh. 

Sebagian besar masyarakat Indonesia mengandalkan beras 

sebagai sumber nutrisi utama, sehingga hal ini tidak 

mengherankan. Akibatnya, Indonesia harus bergantung pada 

impor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan beras yang 

sangat besar (Indra Pahlawan, 2018). Selanjutnya, Nur Hamidah 

Wahit (2015) menunjukkan bahwa kebijakan tersebut 

diberlakukan untuk mengatasi permintaan beras lokal dan korupsi 

yang terjadi di kalangan pejabat pemerintah yang terlibat dalam 

perumusan peraturan mengenai impor beras. 

Studi yang dilakukan oleh Galuh Octania mengkaji strategi 

pemerintah Indonesia untuk menjaga keseimbangan output beras 

dalam negeri dari tahun 2017 hingga 2019 dan menggali rantai 

pasokan beras yang dibeli oleh pemerintah. Untuk lebih 

membantu pemerintah Indonesia dalam mengamankan rantai 

pasokan beras, diperlukan lebih banyak saran. Untuk mencegah 

perselisihan mengenai pasokan beras suatu negara dan 

memastikan bahwa negara mampu mengatasi kesenjangan 

produksi beras secara memadai (Octania, 2021). Setiap orang di 

bumi mempunyai kebutuhan pokok akan makanan, tidak 
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terkecuali beras. Di antara banyaknya makanan yang umum 

disantap di Indonesia, nasi menjadi andalan. Indonesia bergantung 

pada negara tetangganya, Vietnam dan Thailand, sebagai sumber 

impor beras dalam negeri. 

Sambil mempertimbangkan argumen yang mendukung dan 

menentang impor beras, penting untuk memperhatikan situasi 

pangan di Indonesia. Meskipun hasil padi meningkat, populasi 

dunia terus bertambah. Untuk menjamin kestabilan pasokan beras 

di Indonesia, salah satu alternatifnya adalah dengan mengimpor 

gabah. Di sisi lain, ada pula yang penasaran dengan rencana 

menuju kemandirian pangan yang realistis, meski pesimistis. 

Industri pertanian di Indonesia menawarkan potensi besar yang 

belum dimanfaatkan bagi negara ini untuk mencapai swasembada 

pangan (Chaireni, 2020).  

Regulasi yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan 

beras oleh Perum BULOG antara lain :  (i) Peraturan Menteri 

Perdagangan (Permendag) Nomor 24 tahun 2020 tentang 

Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah Atau Beras. 

Permendag 24/2020 ini mengamanatkan BULOG untuk 

melakukan penyerapan produksi petani dalam rangka 

pengamanan harga produsen, penyediaan stok Cadangan Pangan 

Pemerintah (CPP) berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP), 

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari sistem persediaan 

menjadi sistem penggantian, akan menambah beban pembiayaan 
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bagi Perum BULOG karena akan menanggung semua biaya 

akibat kepemilikan Cadangan Beras Pemerintah untuk program 

layanan umum (Sawit, 2019). 

Gambar 3. Grafik Luas Panen Padi   (2019-2021) 

Keterangan Angka Sementara Luas Panen Febuari S.D 
April 2021 Angka Potensi 

 
Pola seperti itu terjadi karena petani menanam padi dan 

kemudain menanamnya mengikuti irama musim (Grafik 1.1 dan 

1.2 ).Meskipun musim sudah mengalami pergeseran dalam 

pelbagai anomali, periode Oktober-Maret masih dijadikan 

patokan sebagai musim penghujan. Pada periode ini sebagian 

besar petani menanam padi dan kemudian memanen bersama-

sama pada Februari-Mei. Panen periode ini dinamakan panen 

raya. Dinamakan panen raya atau panen besar karena dalam 
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periode ini produksi total pada rentang itu mengalami surplus atau 

pasokan beras lebih besar dari permintaan. 

Gambar 4. Grafik  produksi beras (2019-2021) 

Catatan  
Produksi beras januari s.d april 2021 adalah angka sementara  
Konversi GKG ke beras menggunakan hasil survei konversi 
gabah ke beras 2018  
Sumber : Menurut Irianto, G. (2016). 

 Keterangan angka sementara  
 

Kemudian, periode April-September juga dijadikan patokan 

sebagai musim kemarau. Pada periode ini produksi beras mulai 

menurun. Bahkan pada saat pacekli produksi beras periode ini 

tidak mampu menutupi kebutuhan konsumsi. Mengacu pola 

seperti ini sebenarnya produksi padi di Indonesia masih amat 

tergantung pada iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca belum 

direkayasa untuk optimalisasi produksi padi. Akibatnya, 

perubahan iklim dan cuaca akan membuat irama tanam dan 
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panen, kacau. Ketika musim penghujan mundur- yang berarti 

musim kemarau menjadi lebih panjang-musim tanam pun akan 

mundur. Contoh nyata terjadi pada panen raya 2019. Saat itu, 

kemarau berjalan sebulan lebih panjang dari biasanya. Akibatnya, 

tanam baru dimulai November, bahkan ada yang Desember 2019. 

Dampak ikutannya, puncak panen yang biasanya terjadi Maret 

akhirnya mundur sebulan atau April. Ini bisa dilihat pada puncak 

panen April 2020. 

 

Gambar 5. Grafik  Keterangan produksi padi januari s.d 
april 2021 adalah angka sementara 

Irama panen yang tidak merata membuat harga 

berfluktuasi. Harga gabah/beras melorot ketika panen raya 

(Februari-Mei), sebaliknya harga gabah/beras naik tajam saat 

paceklik (Oktober- Januari) (Grafik 1.3). Nasib petani terombang-

ambing di antara dua kutub itu. Ini terjadi karena daya tawar 

petani lemah dalam perdagangan gabah sebab surplus jual dan 
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kemampuan menyimpan gabah amat rendah, sedangkan 

kebutuhan likuiditasnya tinggi. Petani menjual seluruh gabah 

segera setelah panen dalam bentuk gabah kering panen (GKP). 

Padahal, kualitas gabah amat dipengaruhi cuaca. Saat 

hujan/mendung, mutu GKP amat buruk karena petani tidak punya 

mesin pengering. Mereka hanya mengandalkan pengering dari 

sinar matahari. Dengan karakteristik demikian, pasar gabah 

bersifat monopsonistik dan tersegmentasi secara lokal. Sedangkan 

penawaran gabah petani amat inelastis. Pasaygabah lokal di 

tingkat petani tak sempurna, inefisien dan sangat tidak adil 

(merugikan petani, tetapi menguntungkan pedagang). 

Perpaduan antara produksi padi yang fluktuatif, penawaran 

gabah yang inelastik dan pasar gabah yang monopsonistik 

membuat fluktuasi harga gabah di level petani amat tinggi dan 

tidak menentu. Artinya, di samping risiko produksi, petani juga 

menghadapi risiko harga. Jadi secara keseluruhan risiko usaha 

tani padi amat tinggi. 

Fluktuasi produksi dan harga juga jadi risiko usaha 

pedagang gabah (dan mitra Bulog). Namun, karena daya tawarnya 

tinggi, risiko ini diinternalisasikan pedagang ke ongkos (margin) 

pemasaran yang tinggi. Terjadilah paradoks produktivitas. Porsi 

terbesar nilai tambah peningkatan produktivitas usahatani 

dinikmati mereka yang di luar usahatani. Akibatnya, pendapatan 
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riil petani kian tertinggal jauh dari pendapatan mereka di sektor 

non-usahatani. 

Pemerintah Indonesia melalui kementerian pertanian kerap 

sekali melakukan keputusan untuk melakukan impor beras dari 

tahun-ketahun. Menurut Badan Pusat dan Statistik (BPS), Pada 

tahun 2019 indonesia mengimpor beras sebanyak 444 ribu ton, 

356 ribu ton pada 2020, 407,7 ribu ton pada 2021, 429 ribu ton 

pada 2022, 3,06 juta ton pada 2023, dan kurang lebih 3,6 juta ton 

pada tahun 2024. 

 

Gambar 6 Jumlah Impor Beras Indonesia Dalam Ton Pada 
Tahun 2019-2024 

Sumber: Data diolah dari Kurniawan., Ramdhani, & Fitrie 
(2024). 

 

Berdasarkan data tersebut terjadi kenaikan yang cukup 

besar dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2024 sebanyak 3,6 
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juta ton. 3,6ton pada tahun 2024 tersebut terpicu akibat keputusan 

dari kebijakan pemerintah pada awal bulan januari 2024 yang 

mana pemerintah mengimpor 43 ribu ton beras dengan nilai 

US$279 juta. Angka tersebut berbeda sekitar 82% dari tahun 2023 

lalu yang mana pemerintah pada bulan januari 2023 hanya 

mengimpor 243,66 ribu ton saja. 
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BAB 5 
PERSOALAN IMPOR BERAS 

 

Pemerintah kembali mengumumkan kuota impor beras 

pada tahun 2024 kurang lebih sebanyak 3 juta ton. Sebagian beras 

impor (2 juta ton) dijadwalkan tiba antara Januari hingga Maret 

2024. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator 

Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian 

Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Perm Blog mengklaim 

impor beras dilakukan pada tahun politik ini untuk cadangan 

beras pemerintah (CBP) dan kebutuhan masyarakat. Jumlah beras 

yang diimpor pemerintah pada tahun 2024 sebenarnya terbilang 

aneh. Pemerintah mengklaim situasi tersebut tidak normal akibat 

fenomena El Niño. Hal ini terus dikonfirmasi oleh pemerintah, 

namun data iklim menyebutkan keadaan akan kembali normal 

pada tahun 2024. Klaim pemerintah bahwa produksi beras 

menurun tidak berdasar dan tidak bisa digunakan sekadar untuk 

melegalkan impor saja. 

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, volume impor 

beras Indonesia pada Januari 2024 mencapai 443 ribu ton dengan 

nilai US$279,2 juta. Volumenya naik sekitar 82% dibanding 

impor beras Januari 2023 yang hanya 243,66 ribu ton. Kemudian 

nilainya meningkat sekitar 135% 
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Gambar 7. Jumlah Impor Beras Indonesia Awal Tahun 2024 
Sumber: Badan Pusat Statistika (2024) 

 
Berdasarkan hal tersebut, ini dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor seperti produktivitas pertanian dalam negeri yang 

belum optimal, pertumbuhan populasi, atau perubahan pola 

konsumsi masyarakat. Meskipun Indonesia memiliki lahan 

pertanian yang luas, ketergantungan pada impor beras dapat 

menjadi masalah jangka panjang dalam hal ketahanan pangan dan 

kemandirian pangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu 

mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas 

pertanian dalam negeri, mendukung petani lokal, serta 

mengembangkan teknologi dan infrastruktur yang lebih baik 

untuk memperkuat sektor pertanian. Selain itu, diversifikasi 

sumber beras impor juga penting untuk mengurangi risiko 
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ketergantungan pada satu atau dua negara pemasok utama. Hal ini 

dapat meningkatkan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas 

pasokan beras di Indonesia. 

 

Gambar 8. Anggaran Impor Beras Pada Awal Tahun 2024 
Sumber : data diolah dari badan pusat statistika Indonesia 

(2024) 

Thailand menyumbang 237,00 metrik ton (atau 

153,000,000 USD) impor beras, diikuti oleh Pakistan dengan 

130,000 metrik ton (atau 79.3,000,000 USD), Myanmar dengan 

41,600 metrik ton (atau 35,400 USD), dan negara-negara lain 

dengan 35,400 metrik ton (atau 22.92.000.000 USD) impor beras. 

Dapat dilihat bersama bahwa dari tahun 2021 terjadi peningkatan 

jumlah beras yang diimpor dari beberapa negara. Peningkatan 

terbesar terjadi pada tahun 2024 saat ini. Hal tersebut dapat dilihat 

pada awal bulan januari indonesia mengimpor beras sekitar 443 

ribu ton dengan negara pengekspor terbanyak dari thailand. Petani 

dan pemerintah dalam dalam hal ini tentu sangat dirugikan. Bagi 
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petani sendiri ketika impor ini dilakukan harga jual padi mereka 

akan turun dan itupun belum lagi kalau hasil panen mereka bagus. 

Ketika harga jual turun dan disertai dengan gagal panen maka hal 

ini akan semakin menyengsarakan para petani. Begitu juga 

dengan pemerintah, ketika pemerintah terlalu banyak dalam 

meningkatkan impor beras, maka mereka akan banyak dirugikan 

dalam hal pengeluaran anggaran pemerintah. Padahal anggaran 

pemerintah sudah banyak dikeluarkan juga untuk meningkatkan 

produksi tanaman petani, seperti salah satunya melakukan subsidi 

pupuk. Dalam hal ini pemerintah plin plan, mereka berharap besar 

agar produksi petani meningkat dengan melakukan subsidi-

subsidi, namun mereka malah meningkatkan impor besar dalam 

jumlah yang cukup tinggi. Ketika petani mengalami surplus panen 

mereka tentu akan sejahtera, namun apabila harga padi turun 

akibat impor yang terlalu banyak, maka tingkat kesejahteraan 

petani juga akan menuru. 

Pada tahun 2024, Kementerian Perdagangan secara 

bertahap memberikan izin impor beras sebanyak 3,6 juta ton. 

Menurut Isy Karim, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 

Kementerian Perdagangan, jumlah tersebut meningkat dari impor 

beras sebanyak 3,5 juta ton pada tahun 2023. Menurut Isy Karim, 

pemberian izin impor tersebut diberikan kepada Perum Bulog 

sebagai tugas untuk meningkatkan stok beras masyarakat. Hal ini 
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akan memungkinkan mereka mengantisipasi kenaikan harga di 

masa depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Kenaikan impor beras dari 2023-2024 
Sumber : Indogratis.okezone 

Berdasarkan gambar tersebut, kenaikan izin impor beras 

tahun 2024 menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sedang 

berusaha untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. Hal 

ini dilakukan dengan cara meningkatkan cadangan beras di tengah 

masyarakat. Peningkatan cadangan beras diharapkan dapat 

membantu mengendalikan harga beras yang cenderung naik 

belakangan ini. Kenaikan harga beras disebabkan oleh beberapa 

hal, salah satunya adalah tingginya permintaan gabah di 
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Indonesia, baik dari rumah tangga maupun dunia usaha. Cuaca, 

hama, penyakit, dan bencana alam hanyalah beberapa variabel 

yang mempengaruhi produksi beras di Indonesia. Fluktuasi harga 

beras disebabkan oleh perubahan produksi beras. Pupuk, 

insektisida, dan benih—bahan baku yang digunakan untuk 

menanam padi—semuanya mengalami kenaikan harga dalam 

beberapa tahun terakhir. Hal ini berdampak pada harga jual beras 

dengan meningkatkan biaya produksinya. 

 

Gambar 10. Produksi Padi Kabupaten Lamongan (dalam 
Ton) 

Sumber: Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 
Kabupaten Lamongan. 

Dari grafik pada gambar 10, dapat disimpulkan bahwa 

komoditas padi mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. 
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Tahun 2020 produksi padi Kabupaten Lamongan mencapai 

1.172.965 ton. Sedangkan pada tahun 2019 produksi padi 

mencapai 1.112.534 ton. Hal ini menunjukkan rata-rata 

peningkatan produksi padi Kabupaten Lamongan sebesar 5.5% 

Dengan total luas area 153.316 ha. Kabupaten Lamongan pernah 

menjadi penghasil padi terbanyak di Provinsi Jawa Timur pada 

tahun 2017 dengan  produksi padi 1.089.976 ton. Pada tahun 2020 

Kabupaten Lamongan dinobatkan sebagai penghasil padi terbesar 

dengan total produksi padi Kabupaten Lamongan sebesar 

1.172.965 ton Gabah Kering Giling (GKG) . Bahkan Kabupaten 

Lamongan masuk lima besar penyumbang padi terbesar tingkat 

nasional dengan surplus beras sebanyak 564.139 ton di tahun 

2020. Produksi padi akan selalu diperhatikan untuk memajukan 

ekonomi nasional (BPS, 2020).   

BPPSDMP (Badan Penyuluhan dan Pengembangan 

Sumber Daya Pertanian) Kementerian Pertanian mencatat di 

Indonesia terdapat sekitar 2,7 juta petani berusia muda yang rata-

rata usianya adalah 20-39 (Kementan RI, 2014). Petani di 

Indonesia mencapai 90% tergolong petani tua yang berjumlah 

sekitar 333,4 juta dan hanya terdapat 8% petani yang berusia 

muda. Generasi milenial masih dijadikan sebagai target utama 

untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) di 

bidang pertanian. Tahun 2019 BPS mencatat bahwa dari periode 

2017-2018 jumlah petani muda mengalami penurunan sebanyak 
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415.789 orang. Sedangkan, pada tahun 2021 menurut laporan 

Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 3,95 juta jiwa atau 21,9% 

dari total petani Indonesia yang termasuk generasi milenial 

(Rizaty, 2022). Sebagaimana struktur demografi petani di desa 

Kadungrembug pada Tabel 1.  

Penyediaan Pangan Keberhasilan meningkatkan status 

ketahanan pangan tidak terlepas dari meningkatnya produksi 

beragam jenis bahan pangan dari sektor pertanian dalam arti luas. 

Produksi komoditas pangan strategis yang nmasuk pada Perpres 

Nomor 71 Tahun 2015 yaitu beras, cabai, bawang  merah, minyak 

goreng, daging ayam ras, telur, ikan bandeng, dan ikan kembung 

mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir. Dalam  

periode 2014 - 2018 produksi padi dan jagung meningkat dengan 

rata rata pertumbuhan per tahun masing-masing sebesar 4,05 

persen dan 12,14 persen. Produksi tiga komoditas penting 

hortikultura yaitu cabai merah, cabe rawit, dan bawang merah 

juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan per tahun rata-

rata 5,36 persen, 12,48 persen, dan 4,86 persen (Gambar 11) 

 

 

 

 

 

 



50 
 

4,05

12,14

5,36

12,48

4,87

9,22
8,35

7,22

16,37

4,97

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
ra

ta
-r

at
a 

p
e

rt
u

m
b

u
h

an
 (

%
)

Series 1

Gambar 11Gambar 3. Rata-Rata Pertumbuhan per tahun 
Komoditas Pangan Strategis 2014-2018 (BPS dan Kementan 

diolah BKP. 
 

Sebagai bahan baku utama minyak goreng, produksi minyak 

sawit  mentah (CPO) dalam periode 2014 - 2018 terus meningkat 

dengan  pertumbuhan rata-rata 9,22 persen per tahun. Peningkatan 

produksi juga tercatat pada sektor peternakan dan perikanan. 

Produksi daging dan telur ayam ras meningkat dengan 

pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 8,35 persen dan 7,22 

persen. Sementara komoditas penting perikanan, yaitu bandeng 

dan kembung meningkat produksinya dengan pertumbuhan rata-

rata per tahun sebesar 16,37 persen dan 4,97 persen. 

Dari sisi ketersediaan energi dan protein, yang merupakan 

cerminan  dari ketersediaan pangan secara agregat, Indonesia 

memiliki ketersediaan pangan lebih dari cukup dibandingkan 
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dengan standar kebutuhannya. Selama periode lima tahun (2014-

2018) ketersediaan  energi per kapita per hari rata-rata sebesar 

3.110 kilokalori, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 

rekomendasi dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 

(WNPG) tahun 2012 sebesar 2.400 kilo kalori. Rata-rata 

ketersediaan protein per kapita per hari sebesar 79,38 gram juga 

lebih tinggi dibandingkan dengan rekomendasi standar 

kebutuhannya sebesar 63,0 gram (Tabel 2). Namun demikian, 

ketersediaan agregat ini juga telah memperhitungkan volume 

impor komoditas pangan tertentu yang produksinya masih kurang 

atau belum bisa diproduksi dalam jumlah besar di Indonesia.    

Tabel 1 Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita per Hari 
tahun 2014-2018. 

Sumber: Neraca Bahan Makanan 
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BAB 6 
KETERJANGKAUAN PANGAN 

 

Peningkatan status ketahanan pangan pada periode 2014-

2018 juga dipengaruhi oleh capaian pembangunan ketahanan 

pangan dari aspek keterjangkauan pangan. Keterjangkauan 

pangan merupakan kemampuan masyarakat dalam mengakses 

pangan, baik dari sisi akses terhadap ekonomi maupun akses fisik. 

Keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi dipengaruhi antara lain 

oleh tingkat pendapatan atau daya beli, stabilitas harga pangan, 

maupun tingkat kemiskinan. Selain itu pengeluaran untuk pangan 

juga dapat dijadikan indikator keterjangkauan pangan dari sisi 

ekonomi karena dapat menunjukkan volume dan ragam bahan 

pangan yang dibeli oleh masyaraka Peningkatan keterjangkauan 

pangan salah satunya terlihat pada peningkatan daya beli 

masyarakat yang direfleksikan dengan peningkatan produk 

domestik bruto (PDB). PDB perkapita tahun 2018 dan 2019 

dilaporkan sebesar Rp. 39,47 juta dan Rp. 41,02 juta, naik 

dibandingkan PDB per kapita tahun 2014 sebesar Rp. 33,97 juta.   
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Gambar 12. Perkembangan Nilai PDB Indonesia 
Berdasarkan Harga Konstan 2012-2018 (Milyar Rupiah) 

(BPS). 

 
Selain itu, meningkatnya capaian ketahanan pangan juga 

dapat dinilai dari meningkatnya kesejahteraan petani yang dapat 

dilihat dari meningkatnya NTP sebesar 0,22% dari 102,03 pada 

tahun 2014 menjadi 102,25 pada tahun 2018 dan dari 

meningkatnya Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) sebesar 

5,39% dari 106,05 tahun 2014 menjadi 111,77 tahun 2018. 

 

Gambar 13. Perkembangan NTP/NTUP 2014-2018 (BPS). 
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Meningkatnya daya beli masyarakat berpengaruh terhadap 

menurunnya jumlah penduduk miskin Indonesia. Proporsi dan 

jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun dari 10.96 persen 

dan 27.73 juta jiwa pada periode September 2014 menjadi 9,66 

persen dan 25,67 juta jiwa pada September 2018. 

 

Gambar 14. Jumlah Penduduk Miskin 2014-2018 (juta jiwa) 
(BPS). 

 
Selanjutnya harga pangan juga memberikan pengaruh 

terhadap keterjangkauan masyarakat terhadap pangan. Selama 

periode tahun 2014 – 2018 hampir semua komoditas cenderung 

tidak mengalami fluktuasi harga atau relatif stabil.  Untuk harga 

komoditas beras, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, 

minyak goreng dan gula pasir dinyatakan stabil jika koefisien 

variasinya (CV) maksimal 10%.  Sementara untuk bawang merah 

maksimal 25% dan cabai merah dan cabai rawit maksimal 30%.  
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Gambar 15. Koefisien Variasi Komoditas Pangan Strategis 
(BPS diolah BKP) 

Harga komoditas beras, daging sapi, daging ayam ras, telur 

ayam ras, minyak goreng dan gula pasir selama 2014-2018 

cenderung stabil, dengan nilai CV jauh lebih kecil dari 10%.  

Khusus untuk beras, CV selama 5 tahun terakhir hanya berkisar 

antara 0.75-2.53%.  Hal ini menunjukkan bahwa harga beras 

dalam kondisi stabil.   Komoditas hortikultura yaitu bawang 

merah dan cabai merah keriting dan cabai rawit merupakan 

komoditas yang rawan mengalami fluktuasi harga karena terkait 

dengan sifat fisiknya yang mudah rusak. Namun demikian, nilai 

CV harga bawang merah selama 2014-2018 hanya berkisar 11.73-

21.36% (lebih kecil dari 25%) sehingga dapat dinyatakan stabil. 

Sedangkan komoditas cabai merah keriting dan cabai rawit merah 

pada tahun 2014 mempunyai nilai CV tertinggi yaitu 49.97-
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58.52% namun terus menurun hingga 14.26-18.83% di tahun 

2018 yang merupakan nilai CV terendah, nilai CV ini 

menunjukkan bahwa harga cabai merah keriting dan cabai rawit 

merah ditahun 2018 paling stabil harganya selama periode 2014 – 

2018. Tingginya CV harga cabai rawit merah pada tahun 2017 

disebabkan oleh lonjakan harga yang terjadi pada Bulan Februari 

yang mencapai Rp. 109.000/kg yang diikuti oleh upaya stabilisasi 

harga sehingga harga langsung terkoreksi menjadi Rp. 54.500/kg 

pada bulan April dan terus mengalami penurunan sampai akhir 

tahun. Perubahan harga ini menyebabkan angka CV melonjak 

mencapai 58.10%, namun dalam bentuk penurunan harga di 

tingkat konsumen, sehingga menguntungkan masyarakat. 

Stabilnya harga pangan tersebut berkontribusi positif 

terhadap menurunnya inflasi bahan makanan pada periode 2014-

2018. Angka inflasi bahan makanan menurun tajam dari 10,57 

persen pada tahun 2014 menjadi 4,93 persen pada tahun 2015, 

dan menurun kembali menjadi 1,26 persen pada tahun 2017. 
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Gambar 16. Inflasi Bahan Makanan Tahun 2014-2018 (BPS) 

Selain itu, proporsi pengeluaran tertinggi di perkotaan dan 

perdesaan untuk pangan sejak tahun 2014 dan tahun 2018 telah 

bergeser dari kelompok padi-padian menjadi kelompok makanan 

dan minuman jadi, yaitu antara 26,72 persen (2014) dan 33,98 

persen (2018). Tingkat pengeluaran tertinggi di perkotaan 

digunakan untuk kelompok makanan dan minuman jadi, yaitu 

sebesar 32,47 persen (2014) dan 38,22 persen (2018). Sementara 

pengeluaran terbesar penduduk perdesaan adalah untuk kelompok 

padi-padian sebesar 19,71 persen (2014) menjadi15,51 persen 

pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 21,30 persen.  

Meningkatnya daya beli masyarakat dan stabilnya harga 

pangan turut berperan pada menurunnya angka rawan pangan 

(%). Berdasarkan perhitungan Badan Ketahanan Pangan (BKP) 

dan Badan Pusat Statistik (BPS) angka rawan pangan 

menunjukkan tren membaik dari 16.94 persen (2014) menurun 

menjadi 8,23 persen (2018). 
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Gambar 17. Angka Rawan Pangan (%) 2014-2018 (BPS 
diolah BKP) 

 
Produksi pangan dihasilkan di wilayah tertentu sesuai 

dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. 

Produksi terpusat di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera (surplus) 

sedangkan wilayah lainnya merupakan daerah non sentra produksi 

(defisit). Sementara itu konsumsi pangan dibutuhkan oleh seluruh 

masyarakat dalam jumlah yang relatif tetap sepanjang waktu. 

Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dan sangat luas 

menyebabkan jarak antara wilayah produsen dan konsumen relatif 

jauh karena wilayah konsumen tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia. Selain itu infrastruktur logistik dan infrastruktur 

transportasi masih kurang memadai untuk mendukung kelancaran 

arus barang dari wilayah surplus ke daerah defisit. Kondisi ini 

menyebabkan arus barang menjadi tidak efektif dan efisien karena 

biaya pengangkutan dan pemasaran (MPP) masih tinggi. 
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 Selain itu, pola panen antar waktu menyebabkan adanya 

variasi pasokan (supply). Variasi pasokan akan menyebabkan 

harga mudah   berfluktuasi antar waktu menurut pola panen 

komoditas karena pada saat terjadi panen raya, pasokan akan 

meningkat dan sebaliknya pada periode paceklik pasokan akan 

berkurang. Hal ini menyebabkan petani menghadapi resiko 

produksi dan resiko harga yang tinggi. Sebagaian besar petani 

merupakan produsen skala kecil dan kualitas produknya sangat 

bervariasi sehingga dibutuhkan kelembagaan pemasaran yang 

baik. 

 

Gambar 18. Permasalahan Pemenuhan Kebutuhan Pangan 
Masyarakat 

Konsumsi Energi, Protein dan PPH Konsumsi Dalam kurun 

waktu 2014 – 2018, total konsumsi energi dan protein dari 
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berbagai jenis kelompok pangan, menunjukkan kecenderungan 

yang meningkat. Konsumsi energi pada tahun 2018 telah melebihi 

rekomendasi WNPG sebesar 2150 kkal/kapita/hari. Konsumsi 

protein rata-rata penduduk juga telah melebihi anjuran kecukupan 

gizi 57 gram/kapita/hari, namun masih didominasi oleh protein 

dari sumber pangan nabati 

Tabel 2. Konsumsi Energi dan Protein serta Skor Pola 
Pangan Harapan (PPH) Tahun 2014-2018 

 

Pemenuhan konsumsi pangan tidak hanya pemenuhan 

dalam hal kuantitas saja, yang dicerminkan dengan total energi 

dan protein, namun juga harus memperhatikan aspek 

keberagaman dan keseimbangan zat gizi, yang ditunjukkan 

melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH cenderung 

meningkat dan pada tahun 2018 pencapaian skor PPH sebesar 

91,3  (Gambar 11). Peningkatan PPH tersebut, disumbang 

terbesar oleh peningkatan energi dari pangan hewani (Gambar 

12). 
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 Secara umum, konsumsi pangan dalam kelompok pangan 

hewani mempunyai kecenderungan meningkat dari tahun 2014, 

peningkatan terbesar pada konsumsi daging ruminansia, pada 

tahun 2018 sebesar 5 kg/kap/tahun meningkat dari tahun 2014 

sebesar 2 kg/kapita/tahun (Gambar 13). Walaupun beberapa 

kelompok pangan meningkat, Namun konsumsi kelompok pangan 

hewani, sayur dan buah serta kelompok umbi-umbian, buah/biji 

berminyak, kacang-kacangan masih perlu ditingkatkan karena 

masih dibawah persentase anjuran kecukupan. sedangkan 

konsumsi padi-padian, gula, minyak dan lemak telah melebihi 

anjuran kecukupan (Gambar 14).   

 

Gambar 19. Perkembangan PPH Tahun 2014-2018 (Susenas 
BPS diolah BKP) 
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Gambar 20. Konsumsi Energi Beberapa Kelompok Pangan 
Tahun 2014-2018 (Susenas BPS diolah BKP) 

 

Gambar 21. Perkembangan Konsumsi Pangan Hewani 2014-
2018 (Susenas BPS diolah BKP) 



63 
 

 

Gambar 22. Perkembangan Konsumsi Pangan Hewani 2014-
2018 (Susenas BPS diolah BKP). 

 

Gambar 23. Perbandingan Harga beras Medium di 
Penggilingan dan HPP 2015–2020 

Sumber: BPS, 2020 (diolah) 
 

Perbandingan HPP dan pergerakan harga beras medium 

periode 2015–2020 disajikan pada Gambar 2. Pada Instruksi 

Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2015 ditetapkan HPP beras di 
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tingkat penggilingan Rp7.300,00/kg, sedangkan harga pasar beras 

medium di penggilingan tahun 2015–2017 berada pada kisaran 

harga Rp8.306,00/kg hingga Rp9.622,00/kg. Artinya, harga beras 

di pasar jauh lebih tinggi dibanding ketetapan HPP pada kisaran 

Rp1.354,00 hingga Rp2.322,00/kg. Untuk mengatasinya, 

Pemerintah pada pertengahan tahun 2017 menetapkan kebijakan 

fleksibilitas HPP sebesar 10 persen. Fleksibilitas harga tersebut 

hanya sedikit mengurangi selisih dengan harga pasar, yaitu 

menjadi Rp714–1.250,00/kg. 
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BAB 7  
KONSEP KETAHANAN PANGAN 

 

Konsep ketahanan pangan dapat diterapkan untuk melihat 

keadaan pangan pada tingkat global, nasional, daerah, lokal, 

rumah tangga dan individu (Prasada & Rosa, 2018). Untuk 

mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan perlu 

memperhatikan tiga indikator (Aisyah et al., 2020) yaitu pertama, 

prinsip ketahanan pangan harus didasarkan bahwa pangan 

merupakan hak asasi dan kebutuhan dasar bagi manusia, oleh 

karena itu tujuanna adalah untuk melindungi, mempertahakankan 

dan menjamin semua orang untuk memperoleh pangan secara 

memadai. Kedua, ketahanan pangan harus diperlakukan sebagai 

sistem hirarki dimulai dari tingkat global sampai tingkat rumah 

tangga/individu. Selain itu ketahanan pangan juga perlu 

memperhatikan beberapa elemen yaitu sistem monitoring dan 

kewaspadaan dini, sistem keamanan sosial dan sistem jaring 

pengaman sosial. Ketiga, komponen pendukung dari ketahanan 

pangan yang berkelanjutan yaitu pemerintahan yang bersih dan 

bertanggung jawab. 
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Gambar 24. Kerangka Pikir 
Sumber: adopsi dari (Aisyah et al., 2020) dan (Prasada & 

Rosa, 2018) 

 

Gambar 25. Luas Lahan Baku Sawah di Indonesia  
Sumber : Kementrian Pertanian Republik Indonesia Tahun, 

Desember 2019 
 

Gambar 25. menerangkan luas lahan baku sawah di 

Indonesia masih didominasi oleh beberapa provinsi di pulau Jawa. 

Salah satu program pemerintah saat ini yaitu memfokuskan lahan 
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sawah didaerah luar pulau Jawa untuk menghasilkan padi yang 

cukup bagi ketahanan pangan, mengingat area pulau Jawa yang 

semakin padat dan area pertanian semakin berkurang karena 

pengalihan lahan pertanian (Kementrian Pertanian, 2019). Salah 

satu fokus pemerintah yaitu memfokuskan area pertanian pada 

pulau Sumatera. Area pulau Sumatera memang memiliki tanah 

yang luas, akan tetapi tidak semua area bisa digunakan untuk 

lahan sawah dikarenakan beberapa faktor seperti, keunggulan 

komoditi lain selain padi, nilai jual yang rendah dan struktur tanah 

serta area perbukitan yang terbentang dari Provinsi Aceh hingga 

Provinsi Lampung. 

 

Gambar 26. Luas Lahan Baku Sawah Pulau Sumatera 
Sumber : Kementrian Pertanian Republik Indonesia, 

Desember 2019 
 

Jumlah keseluruhan luas lahan baku sawah pulau Sumatera 

(Gambar 3) lebih kurang sama dengan luas lahan baku sawah 

pada provinsi Jawa Tengah, yang artinya satu pulau Sumatera 

sama dengan luas lahan baku sawah yang ada di Jawa Tengah. 

Oleh karena itu pemerintah melalui Kementrian Pertanian telah 
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memulai langkah untuk memfokuskan lahan sawah yang ada di 

luar pulau Jawa serta memanfaatkan lahan yang belum digunakan 

untuk pertanian agar bisa memenuhi kebutuhan penduduk yang 

setiap tahun semakin meningkat. 

 Penurunan jumlah produksi padi tentu saja dipengaruhi 

oleh luas lahan yang tersedia. Dalam lima tahun terakhir (2014-

2019) luas panen padi yang ada di Provinsi Sumatera Barat tidak 

mengalami kenaikan, melainkan mengalami penurunan drastis. 

Hal ini bisa dilihat dalam Gambar 4. 

 

Gambar 27. Luas Panen di Provinsi Sumatera Barat. 
Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2020 

 
Luas lahan panen yang ada di Sumatera Barat setiap 

tahunnya tidak mengalami kenaikan, melainkan mengalami 

penurunan, penurunan drastis terjadi pada tahun 2017 ke tahun 

2018. Data yang diiinput dari Badan Pusat Statistik tahun 2019, 

luas panen pada tahun 2017 yaitu sebesar 538.276 ha turun drastis 

menjadi 313.050 ha pada tahun 2018. Penurunan luas panen ini 

terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor seperti alih fungsi 
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lahan, pembangunan jalan, meningkatnya pembukaan kawasan 

pemukinan baru, pergudangan, pertokoan, dan kawasan industri 

sehingga praktek alih fungsi lahan persawahan semakin 

meningkat dan tidak bisa di hindarkan. 

 

Gambar 28. Produksi Padi di Sumatera Barat. 
Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2020 

 
Gambar 28 menerangkan siklus produksi padi di Sumatera 

Barat dari tahun 2014 hingga 2019. Produksi padi mengalami 

penurunan drastis dari tahun 2017 sebanyak 2.824.509 ton 

menjadi 1.483.076 ton pada tahun 2018. Penurunan ini dinilai 

sangat signifikan karena banyaknya pembangunan infrastruktur, 

jalan, perumahan, pengalihan lahan, lahan tidak produktif, dan 

nilai tukar padi yang rendah. Jumlah penduduk Sumatera Barat 

saat ini sebanyak 5.44 juta jiwa dan terus meningkat sebesar 1.1% 

atau 59.463 jiwa setiap tahunnya (BPS, 2019). Tentu saja dengan 

pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya maka 

semakin tinggi permintaan terhadap kebutuhan pangan padi, 
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dengan nilai produksi 1.4 juta ton saat ini dinilai memang cukup 

untuk kebutuhan pokok pangan penduduk Sumatera Barat (Dinas 

Pangan Sumatera Barat, 2020). Akan tetapi jika dinilai dari sistem 

ketahanan pangan berkelanjutan, hal ini dinilai berbahaya karena 

semakin lama kebutuhan terhadap pangan padi akan semakin 

meningkat, sementara jumlah produksi terhadap padi terus 

menurun setiap tahunnya. 

 

Gambar 29. Ilustrasi Lahan Gambut Kalimantan Tengah 
untuk kawasan lahan food estate 

Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan 

770.600 ha lahan di eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG), 

Kalimantan Tengah untuk kawasan lahan food estate. 

Pengembangan dari kawasan food estate pada tahap pertama 2020 

mencakup lahan seluas 30 ribu ha. Kawasan ini terletak di lokasi 

Pulang Pisau sebesar 10 ribu ha dan Kapuas sebesar 20 ribu ha. 

Komoditas utama yang akan dibudidayakan yakni jagung dan 
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padi. Selain itu, ada komoditas hortikultura lain seperti sayuran 

dan buah-buahan semusim. 

 

Gambar 30. Perkembangan Produksi Beras di Indonesia 
(dalam juta ton-beras, 2021-2022) Sumber: Badan Pusat 

Statistika, 2022 

 
Data BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia menyebutkan, 

jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi 

pangan masyarakat, maka produksi padi sepanjang bulan Januari 

sampai Desember 2022 diperkirakan setara dengan 26,17 juta ton 

beras, hal ini mengalami penurunan sebesar 57, 66 ribu ton (0,22 

persen), dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu pada bulan 

Januari sampai September 2021 yaitu sebesar 26,23 juta ton 

(Badan Pusat Statistika, 2022). 

Produksi beras tertinggi pada tahun 2022 terjadi di bulan 

Maret, yaitu sebesar 5,49 juta ton. Adapun produksi beras 

terendah terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 1,42 juta ton. 

Kondisi ini sedikit berbeda dari tahun 2021, dimana produksi 
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beras tertinggi terjadi pada bulan Maret, dan produksi beras 

terendah terjadi pada bulan Desember 2021 (Badan Pusat 

Statistika, 2022). Produksi padi diperoleh dari hasil perkalian 

antara luas panen bersih dengan produktivitas, yang dihitung pada 

level kabupaten atau kota di Indonesia. Dari hasil perhitungan 

yang telah dilakukan diketahui bahwa, terdapat tiga provinsi 

dengan total produksi padi (GKC) tertinggi pada tahun 2022 yaitu 

Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. 

Sementara itu, adapun tiga provinsi dengan produksi padi 

terendah yaitu Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Papua Barat, 

yang tersaji sebagai berikut.   

 

Gambar 31. Produksi Padi di Indonesia Menurut Provinsi 
(ribu-ton-GKG) 2021-2022. Sumber: Badan Pusat Statistika, 

2022 
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Peningkatan produksi padi yang cukup besar pada tahun 

2022 terjadi di beberapa wilayah sentra produksi padi seperti, 

Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Sementara, 

di sisi lain terdapat beberapa provinsi yang mengalami produksi 

padi yang cukup besar seperti di Kalimantan Selatan, Jawa Timur, 

dan Aceh. Sekalipun mengalami penurunan produksi padi, Aceh 

memiliki potensi lahan pertanian mencapai 38% dari total 

keseluruhan lahan yang ada, ini menunjukkan bahwa potensi 

sektor pertanian masih tinggi. Berdasarkan hasil data dari BPS 

Aceh, pada tahun 2022 Aceh menghasilkan beras sebesar 

883.214,61 ton, yang menurun dari tahun sebelumnya yakni 

941.687,84 ton pada tahun 2021. 

Data produksi beras kabupaten kota di Aceh Tahun 2021-

2022 disampaikan pada tabel 1 berikut. 



74 
 

Tabel 3. Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota di 
Provinsi Aceh Tahun 2021–2022 

Sumber: Data diolah Badan Pusat Statistik Aceh, 2023. 

No Kabupaten/kota Produksi beras (ton) 

2021 2020 

1. Simeulue 9.636,84 12.780,89 

 Aceh Singkil  1.930,19 1.233,00 

 Aceh Selatan  25.831,44 18.342,98 

 Aceh Tenggara 37.767,90 41.181,85 

 Aceh Timur  76.699,35 77.672,73 

 Aceh Tengah  8.616,19 8.913,51 

 Aceh Barat  37.073,90 32.459,85 

 Aceh Besar  116.027,98 115.63,95 

 Pidie  117.143,41 109.028,51 

 Bireuen  86.643,34 78.884,01 

 Aceh Utara 207.539,43 183.443,58 

 Aceh Barat Daya  42.045,52 39.082,77 

 Gayo Lues 14.182,28 16.039,90 

 Aceh Tamiang 39.844,53 40.890,07 

 Nagan Raya  23.651,84 19.035,98 

 Aceh Jaya 28.545,26 27.469,14 

 Bener Meriah  1.002,02 1.058,54 

 Pidie Jaya  54.061,17 50.439,44 

 Banda Aceh  40,51 41,89 
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 Sabang    

 Langsa  3.666,41 3.961,13 

 Lhokseumawe  6.248,17 5.471,93 

 Subulussalam  436,16 150,96 

 Total  941.687,84 883.214,61 

 

Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah produksi beras 

sebagai konsumsi pangan utama masyarakat khususnya di Aceh 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sekalipun demikian, 

sektor pertanian masih menjadi penyumbang pembangunan 

ekonomi masyarakat, hal ini tidak terlepas dari nilai luhur budaya 

masyarakat Idonesia yang dikenal sebagai negara agraris. Nilai 

luhur budaya terbentuk dari sistem pengetahuan, kekerabatan, 

sistem teknologi, peralatan hidup, sistem religi, sistem mata 

pencaharian, dan kesenian dalam masyarakat (Yuni, B. 2018). 

Hambatan dan Tantangan dalam Food Estate  

  Food Estate adalah program Pemerintah Indonesia untuk 

dapat menjaga keamanan pangan. Berdasarkan Global Food 

Security Index (GSFI) keadaan pangan Indonesia berada pada 

posisi yang cukup stabil pada indeks 60,2. (Ahdiat, 2022). Indeks 

keamanan pangan Indonesia masih dibawah rata-rata global dan 

Asia Pasifik. Indeks keamanan pangan dihitung dari empat 

indikator yaitu keterjangkauan harga pangan, ketersediaan 
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pasokan, kualitas nutrisi, dan keberlanjutan dan adaptasi. 

(Alifya,H., Sari,D.S., Yuliant,D.(2024). 

Tabel 4. Indeks Keamanan Pangan Indonesia 2018-2022 
Sumber : data diolah dari  Databoks (2022) 

 

Berdasarkan indeks Global Food Security Index, keamanan 

pangan di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2020 

ketika terjadinya pandemi Covid-19. Sebagai bagian dari Program 

Strategis Nasional (2020-2024) untuk memperkuat keamanan 

pangan di masa pandemi Covid-19, dikembangkan program food 

estate atau lumbung pangan dengan pengawalan langsung dari 

Presiden Joko Widodo (Ananta, 2023). 

Berdasarkan indeks Global Food Security Index, keamanan 

pangan di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2020 

ketika terjadinya pandemi Covid-19. Sebagai bagian dari Program 
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Strategis Nasional (2020-2024) untuk memperkuat keamanan 

pangan di masa pandemi Covid-19, dikembangkan program food 

estate atau lumbung pangan dengan pengawalan langsung dari 

Presiden Joko Widodo (Ananta, 2023). 

Tabel 5. Luas Lahan Food Estate (Lumbung Pangan) di 
Indonesia. 

Sumber : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 
Kementerian Pertanian (2022). 

 

 
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

Kementerian Pertanian, pengembangan food estate telah diawali 

pengembangannya di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera 

Utara, dan Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2020 dan 

direncanakan akan terus berkembang pada 2024. Perkembangan 

dan rencana perluasan lahan telah dilaksanakan di berbagai 

daerah dengan rencana perluasan yang dilaksanakan bertahap 

setiap tahun seperti pada daerah Kabupaten Sumba Tengah di 

Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten 
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Wonosobo di Jawa Tengah, Kabupaten Garut di Jawa Barat, 

Kabupaten Gresik di Jawa Timur dan Kabupaten Bantul di 

Yogyakarta. Masing-masing daerah memiliki fokusnya masing-

masing dalam pelaksanaan Food Estate. Total lahan yang telah 

dikembangkan pada tahun 2020-2023 telah mencapai sebesar 

52.496 hektare dengan target lahan dikembangkan pada 2024 

mencapai 94.175 hektare yang tersebar di berbagai wilayah 

dengan lahan terbesar berada di Provinsi Kalimantan Tengah. 

(Alifya,H., Sari,D.S., Yuliant,D.(2024). 

Pengelolaan   Stok   Beras   Perum BULOG selama  

periode  2016-2018,  setiap tahun   Perum   BULOG   mengelola   

stok beras  rata-rata  antara  4–5  juta  ton  (Tabel 1). Jumlah 

pengadaan  beras  antara  2–3 jutaton dan jumlah penyaluran 

setiap tahun  antara  2–3  juta  ton,  sehingga  pada akhir tahun 

jumlah stokberkisar 2 juta ton.. 

 Pengadaan BerasPengadaan stok beras yang dikelola oleh 

Perum BULOG berasal dari pengadaan  dalam  negeri  dan  luar  

negeri (Ruson, N.,2019). 

 

 

 

 

 



79 
 

Tabel 6. Pengadaan dan Penyaluran Stok Beras Dikelola 
Perum BULOG 2016–2018 (Ton). Sumber : Perum BULOG 

(2019) 

 

 

 

Gambar 32. Skema Pengadaan Gabah/Beras Lama.  
Sumber: Rusono,N. (2019). 

 

 

Gambar 33. Skema Pengadaan Gabah/Beras Baru. 
Sumber: Rusono, N. (2019). 
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Dari Gambar 1.a dan 1.b terlihat bahwa mekanisme 

pengadaan telah terjadi perubahan dari skema lama kepada skema 

baru. Pada skem lama, gabah hasil produksi petani dengan 

kualitas sesuai standar dijual kepada dua pihak, yaitu 

pemasok/mitra kerja Perum BULOG, dan Satuan kerja pengadaan 

gabah/beras dalam negeri. Gabah/beras yang sudah di tangan 

kedua pembeli tersebut sebagai besar (95 persen) dialokasikan 

untuk Public Service Obligation (PSO) dan sisanya (5 persen) 

untuk komersial. Beras PSO dialokasikan untuk CBP, 

Raskin/Rastra, dan lain-lain.  

Sementara beras komersial disalurkan atau dijual untuk 

pasar umum. Dengan skema baru terjadi beberapa perubahan, 

yaitu gabah/beras yang dibeli oleh dua pihak seperti pada skema 

lama, kualitas gabah/berasnya bukan hanya satu standar saja, 

tetapi beragam kualitas. Gabah/beras yang dari kedua pihak 

tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan kualitasnya untuk 

tujuan komersial, dan diolah kemudian dialokasikan untuk PSO 

dan Komersial. Skema baru ini ditujukan agar kualitas beras yang 

yang berasal dari pengadaan lokal lebih baik. 

Penyerapan gabah/beras Perum BULOG diperlihatkan pada 

Gambar 2. Terjadi lag (kelambatan) selama 1 bulan antara 

produksi dengan penyerapan Perum BULOG. Secara umum 
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serapan beras oleh Perum BULOG per tahun rata-rata kurang dari 

10 persen dari produksi beras nasional. 

Penyerapan/Pengadaan gabah/ beras oleh Perum BULOG 

paling tinggi berlangsung pada saat panen raya, yaitu pada Maret–

April, dan paling rendah pada saat paceklik Oktober–Februari.  

Total pengadaan gabah/beras termasuk dari luar negeri 

untuk stok beras yang dikelola oleh Perum BULOG 

masingmasing sebesar 3,64 juta ton pada 2016, 2,16 juta ton 

(2017), dan 3,27 juta ton (2018). Sebagian besar berasal dari 

pengadaan dalam negeri kecuali tahun 2018.   

Pengadaan gabah/beras dari dalam negeri oleh Perum 

BULOG tidak pernah lebih dari 3 juta ton dan bahkan tidak 

pernah mencapai target yang ditentukan. Pengadaan gabah/beras 

dari dalam negeri terus menurun. Pada tahun 2016, pengadaan 

setara beras dari dalam negeri mencapai 2,96 juta ton, dan pada 

tahun 2017 menurun menjadi 2,16 juta ton dan terus menurun 

pada tahun 2018 yang mencapai 1,49 juta ton. Pengadaan 

gabah/beras oleh Perum BULOG sangat ditentukan oleh besarnya 

insentif buat petani atau pengusaha penggilingan padi menjual 

gabah/beras ke Perum BULOG, dan peningkatan produksi padi. 

Insentif tersebut terkait dengan harga pasar gabah/beras dan tinggi 

rendahnya harga pembelian pemerintah (HPP). Semakin tinggi 

selisih HPP di atas harga pasar, semakin besar insentif 

petani/pelaku usaha untuk Penyerapan/Pengadaan gabah/ beras 



82 
 

oleh Perum BULOG paling tinggi berlangsung pada saat panen 

raya, yaitu pada Maret–April, dan paling rendah pada saat 

paceklik Oktober–Februari. Total pengadaan gabah/beras 

termasuk dari luar negeri untuk stok beras yang dikelola oleh 

Perum BULOG masing-masing sebesar 3,64 juta ton pada 2016, 

2,16 juta ton (2017), dan 3,27 juta ton (2018). Sebagian besar 

berasal dari pengadaan dalam negeri kecuali tahun 2018 (Rusono, 

N., 2019).  

Pengadaan gabah/beras dari dalam negeri oleh Perum 

BULOG tidak pernah lebih dari 3 juta ton dan bahkan tidak 

pernah mencapai target yang ditentukan. Pengadaan gabah/beras 

dari dalam negeri terus menurun. Pada tahun 2016, pengadaan 

setara beras dari dalam negeri mencapai 2,96 juta ton, dan pada 

tahun 2017 menurun menjadi 2,16 juta ton dan terus menurun 

pada tahun 2018 yang mencapai 1,49 juta ton. Pengadaan 

gabah/beras oleh Perum BULOG sangat ditentukan oleh besarnya 

insentif buat petani atau pengusaha penggilingan padi menjual 

gabah/beras ke Perum BULOG, dan peningkatan produksi padi. 

Insentif tersebut terkait dengan harga pasar gabah/beras dan tinggi 

rendahnya harga pembelian pemerintah (HPP). Semakin tinggi 

selisih HPP di atas harga pasar, semakin besar insentif 

petani/pelaku usaha untuk menjual gabah/beras ke Perum 

BULOG (Sawit, 2018b).   
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Gambar 34. Pola Produksi dan Penyerapan/Pengadaan 
Gabah/Beras oleh Perum BULOG untuk Stok (Garis Biru vs 

Hijau) Sumber : BPS dan Perum BULOG, 2017 diolah. 

 

Gambar 35. Pengaruh Penyaluran Beras OP dengan Harga 
Beras Medium di Tingkat Konsumen tahun 2016 

Sumber : Perum BULOG, 2017 (diolah) 
 
Gambar 35. menunjukkan pengaruh penyaluran beras 

operasi pasar terhadap harga beras di tingkat konsumen. Dampak 

positifnya adalah dapat mencegah harga beras di konsumen naik 

terus pada saat paceklik dan Ramadhan serta hari raya Idul Fitri, 
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bahkan dapat menurunkan harga. Dampak tersebut ditunjukkan 

pada contoh data tahun 2016. Oleh karena itu, operasi pasar 

cukup berhasil menjaga harga beras agar tidak naik tinggi di 

konsumen (Rusono, N., 2019). 

 

Gambar 36. Penyaluran Beras Untuk Bantuan Sosial Bencana 
Alam, Tahun 2016 Sumber : Perum BULOG, 2017 (diolah) 

 
Dari Gambar 4 menunjukkan bahwa rata-rata penyaluran 

beras untuk bantuan sosial bencana alam kurang lebih 12.834 

ton/tahun. Contoh pada tahun 2016, setiap bulan selalu ada 

penyaluran beras untuk bantuan sosial ini, dan biasanya tertinggi 

pada Desember (Perum BULOG, 2017).   

Indonesia masuk sebagai anggota ASEAN Plus Three 

Emergency Rice Reserve (APTERR), berkewajiban untuk 

menyediakan beras untuk bantuan keperluan keadaan darurat 

sebanyak 12.000 ton. Kebijakan ini sudah berjalan, tetapi 

partisipasi Indonesia sangat minim. Salah satu hambatannya 

adalah kualitas CBP rendah yaitu kualitas medium, kurang pantas 

dialokasikan untuk bantuan internasional.  
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Gambar 37. Estimasi Dampak Penyerapan dan Penyaluran 
Beras Total terhadap Harga Gabah di Petani, 2016. 

Sumber : Bappenas, 2017. 
 

Keterangan :  HP0 = Harga GKP di petani jika tidak ada 
penyerapan/pengadaan dan juga tidak ada penyaluran beras sama 
sekali; HP1  = Harga GKP di petani   

 
Desember, kombinasi penyerapan dan penyaluran beras 

berdampak penurunan harga gabah di tingkat petani tidak besar 

hanya 0,64 persen (Gambar 5). 

Gambar 5 menunjukkan bahwa harga gabah kering panen 

(GKP) di petani jika tidak ada penyerapan dan juga tidak ada 

penyaluran beras sama sekali (HP0) pada beberapa bulan sekitar 

panen raya yaitu April, Mei dan Juni masih lebih rendah 

dibandingkan harga pasarnya (HP1). Ini berarti bahwa dampak 

neto kedua kegiatan tersebut pada bulan-bulan tersebut dapat 

meningkatkan harga GKP di petani. Hal ini disebabkan pada 

bulan-bulan tersebut jumlah penyerapan gabah/beras. 
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Kombinasi kebijakan pengadaan/ penyerapan gabah dan 

penyaluran beras melalui Raskin/Rastra, operasi pasar dan 

bantuan bencana, yang dilakukan oleh Perum BULOG dalam 

pengelolaan stok beras pemerintah telah mampu mengangkat 

harga gabah di petani di masa panen raya (April, Mei dan Juni). 

Selama panen raya petani masih diuntungkan dan konsumen tidak 

terlalu dirugikan.s lebih besar dibandingkan jumlah penyaluran 

beras total.  

 

 

Gambar 38. Rataan perkembangan produksi padi (GKG) di 
Indonesia (2018-2019) 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2020) 
 

Produksi padi pada tahun 2019 mencapai 54,60 juta ton 

GKG, atau bisa dikatakan mengalami surplus sebanyak 4,60 juta 

ton (7,76 %) dibandingkan dengan produksi padi tahun 2018. 

Pada tahun 2018 ke 2019 terjadi penyusutan produksi pada bulan 

Februari sebesar 2,11 juta ton dan titik produksi tertinggi terjadi 
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pada bulan Maret dengan ratarata sebesar 9,42 juta ton (Gambar 

1). Peningkatan produksi tertinggi pada 2018 dan 2019 terjadi 

pada Maret dengan masing-masing  9,68 juta ton dan 9,17 juta 

ton, sedangkan produksi terendah pada 2018 dan 2019 terjadi 

pada bulan Desember, yaitu sebesar 1,89 juta ton dan 1,70 juta 

ton. 

 

Gambar 39. Kerangka Analisis Studi tentang Sistem Pangan 
Nasional 

Sumber : Adam, L., Suryan, A. (2021). 
 

Kajian ini dilengkapi dengan analisis terhadap sistem 

pangan nasional untuk menjawab permasalahan pengelolaan 

pangan yang dikaitkan dengan aspek kelembagaan, yaitu 

pembentukan BAPANAS dan relasinya dengan instansi terkait 

dalam kerangka sistem pangan nasional. Kerangka analisis ini 

disajikan dalam Gambar 1.  

Sistem pangan nasional yang terdiri dari ketersediaan 

(availability), keterjangkauan (affordability) dan pemanfaatan 

(utilization), dalam kerangka analisis seperti disajikan dalam 

Gambar 1 terdiri dari ketahanan pangan, keterjangkauan pangan, 
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ketersediaan pangan, dan keamanan pangan, dikelola oleh suatu 

kelembagaan pangan. Dalam konteks tulisan ini kelembagaan 

dimaksud adalah BAPANAS. Sebagai lembaga yang memiliki 

fungsi koordinatif, BAPANAS perlu berinteraksi dan bersinergi 

dengan kementerian/ lembaga (K/L) terkait (dalam gambar 

diwakili oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, dan Kementerian Perdagangan). Dalam melaksanakan 

fungsinya, BAPANAS dapat berkoordinasi dan memberikan 

penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang 

pangan (dalam gambar ini diwakili oleh Perum Badan Urusan 

Logistk (Bulog) dan Holding BUMN Pangan). 
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Gambar 40. Timbulan Food Loss and Waste Tahun 2000-2019 
per Tahap Rantai Pasok Pangan. 

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/BAPPENAS. 

 

Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional, "Laporan Kajian: Food Loss and Waste di Indonesia 

Dalam Rangka Mendukung Penerapan Ekonomi Sirkular dan 

Pembangunan Rendah Karbon," Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Jakarta, 2021.Bawah Ditunjukkan bahwa 

kondisi sampah makanan di Indonesia pada rentang tahun 2000 - 

2019 adalah tercatat sebanyak 115-184 kg/kapita.tahun. 

Timbunan terbesar diketahui dari tahap konsumsi, tanaman 

kategori padi-padian, dan kategori sayur. Padahal dari jumlah 

sampah makanan tersebut, sekitar 61-125 juta orang masyarakat 

dapat diberi pangan atau sekitar 29-47% masyarakat Indonesia. 

Timbunan sampah makanan ini terjadi dari tahap produksi sampai 

tahan konsumsi. Berdasarkan data Kajian Food Loss and Waste 

dari BAPPENAS, dijelaskan bahwa timbulan di tahap produksi 

yakni 7-12,3 juta ton/tahun, pascapanen dan penyimpanan yaitu 
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6,1-9,9 juta ton/tahun, pemrosesan dan pengemasan mencapai 

1,1-1,8 juta ton/tahun, tahap distribusi dan pemasaran di angka 

3,2-7,6 juta ton/tahun, dan yang paling tinggi adalah tahap 

konsumsi yang mana diestimasi sebesar 80% berasal dari rumah 

tangga dan sisanya berasal dari sektor non-rumah tangga. Sebagai 

kesimpulan, kondisi sampah makanan atau food loss and waste di 

Indonesia pada rentang tahun 2000-2019 jika diakumulasikan 

mencapai 44% yang merupakan sisa makanan masih layak 

makan.  

Peta jenis sawah disusun dengan menggunakan data dasar 

berupa data spasial luas baku sawah dari Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) dari beberapa tahun terbitan (BPN 2018; BPN 

2019; BPN 2020) dan Pusdatin (2013). Keempat sumber data 

spasial lahan sawah tersebut dilakukan penapisan (overlayed) 

untuk saling mengisi atribut jenis sawah irigasi dan tadah hujan, 

sehingga tidak ada poligon yang kosong tanpa atribut. Hasilnya 

diperoleh sebaran jenis sawah irigasi dan sawah tadah hujan untuk 

seluruh Indonesia (Peta jenis 1). Sedangkan untuk mengisi atribut 

lahan sawah rawa pasang surut dan sawah rawa lebak, digunakan 

peta spasial lahan rawa yang berisi informasi rawa lebak dan rawa 

pasang surut (Ritung et al. 2020) (Peta jenis 2). Widjaya Adhi et 

al. (1992) dan Subagyo (1997) mendefinisikan lahan rawa sebagai 

lahan yang menempati posisi peralihan di antara daratan dan 

sistem perairan. Peta spasial lahan rawa (Ritung et al. 2020) 
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mengelompokkan landform group marin (kecuali teras marin, 

coral reef, dan karang penghalang) dan grup fluvio marin menjadi 

lahan rawa pasang surut, sedangkan grup alluvial seperti depresi 

aluvial, dataran banjir sungai meander, tanggul sungai meander, 

dataran danau resen, dimasukkan ke dalam lahan rawa lebak. 

Hasil penapisan antara Peta jenis 1 dengan Peta jenis 2, diperoleh 

6 jenis lahan sawah berdasarkan tipologi lahannya yaitu: sawah 

irigasi, sawah irigasi lebak, sawah irigasi pasang surut, sawah 

tadah hujan, sawah tadah hujan lebak dan sawah tadah hujan 

pasang surut, sehingga menghasilkan Peta jenis 3.   

Pada Peta jenis 3 ini masih ditemukan poligon landform 

rawa pasang surut atau lebak yang memotong hamparan atau 

petakan sawah. Oleh karena itu, diperlukan langkah selanjutnya 

untuk pengecekan batas masing-masing poligon dengan 

menggunakan citra satelit resolusi tinggi mosaik SPOT 6/7 tahun 

2019 (LAPAN 2020), untuk mendapatkan peta jenis sawah sesuai 

dengan kenampakan hamparan sawah di citra dan untuk 

menghindari kesalahan dalam pengkelasan jenis sawah. Diagram 

alir proses penyusunan peta jenis lahan sawah disajikan pada 

Gambar 1. Hasil akhir dari proses ini adalah sebaran jenis lahan 

sawah untuk setiap kabupaten, yang akan digunakan untuk 

menghitung kapasitas produksi pada setiap jenis sawah.  

Berdasarkan hasil penapisan peta-peta tersebut ternyata 

batas poligon tidak selaras dengan kenampakan jenis sawah di 



92 
 

citra. Hal ini terjadi karena penentuan lahan rawa delineasinya 

berdasarkan landform dan bentukan lahan, yang kurang 

memperhatikan penggunaan lahan atau kenampakan lahan sawah 

di lapangan, sehingga dalam 1 petakan sawah terbagi menjadi 2 

jenis sawah yaitu sawah irigasi dan pasang surut atau lebak. 

Gambar 2 memberikan ilustrasi bagaimana proses reevaluasi 

batas poligon dilakukan dengan memperhatikan kenampakan dan 

petakan sawah dari citra SPOT 6/7 yang diterbitkan pada tahun 

2019, dilakukan secara visual, lokasi di Desa Pasirukem, 

Kecamatan Cimalaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. 

Proses reevaluasi ini cukup banyak terutama pada wilayah yang 

berbatasan antara lahan rawa dan non rawa di seluruh jenis sawah 

di Indonesia.  

Berdasarkan hasil pengukuran daya hantar listrik (DHL) 

dengan alat EC-meter di lapangan dan hasil analisis laboratorium 

menunjukkan bahwa lahan sawah yang mempunyai irigasi teknis 

umumnya mempunyai DHL yang lebih rendah dari 1 dS/m 

(Mulyani et al. 2021). Berdasarkan kriteria kelas DHL < 1 dS/m 

termasuk sangat rendah, 1-2 dS/m rendah, 2-3 dS/m sedang, 3-4 

dS/m tinggi dan > 4 dS/m sangat tinggi (Eviati dan Sulaeman 

2009; Rachman et al. 2018). Jadi, meskipun menurut klasifikasi 

landform lahan sawah tersebut termasuk ke dalam marin atau 

fluvio marin, namun karena penggunaan lahannya sudah menjadi 

sawah irigasi teknis secara terus menerus, sehingga pengaruh arus 
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pasang air laut tidak berdampak ke dalam lahan sawah. Hal ini 

terlihat dari hasil pengukuran DHL di pantai utara Kabupaten 

Subang, dimana tidak semua landform marin atau fluvio marin 

mempunyai tanda-tanda sebagai pasang surut. DHL > 1,0 dS/m 

berada dekat dengan tambak yang mempunyai DHL berkisar 4-8 

dS/m (Mulyani et al. 2021; Sulaeman et al. 2019). 

 

Gambar 41. Diagram alir penyusunan peta jenis lahan sawah 
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Gambar 42. Contoh proses pengecekan batas poligon masing-
masing jenis sawah dengan menggunakan citra SPOT 6/7 di 

Desa Pasirukem, Kecamatan Cimalaya, Kabupaten 
Karawang, Provinsi Jawa Barat. Warna kuning adalah sawah 

irigasi, hijau adalah sawah pasang surut, dan warna putih 
adalah fasilitas umum (pemukiman jalan dan saluran irigasi). 

 

Gambar 43. Sebaran jenis sawah di Kabupaten Banyuasin, 
Provinsi Sumatera Selatan 
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Gambar 3 menyajikan contoh peta jenis lahan sawah di 

Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang 

didominasi oleh sawah tadah hujan pasang surut. 

Tabel 7. Hasil penapisan sebaran jenis lahan sawah di 
masing-masing provinsi di Indonesia 

 

Sumber: BPN (2018), BPN (2019), BPN (2020), Pusdatin 
(2013), Ritung et al. (2020), data diolah dan dilakukan 

verifikasi lapangan. 
 
Berdasarkan hasil penapisan dan verifikasi lapangan pada 

tahun 2021 di beberapa lahan sawah yang ada rawanya yaitu di 

Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Sumatera Selatan, 

Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah menunjukkan sebaran 

jenis lahan sawah seperti disajikan pada Tabel 1. Tabel 1 
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menunjukkan sebaran jenis sawah di masing-masing provinsi. 

Sawah irigasi dan tadah hujan terluas berada di Pulau Jawa 

terutama di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah, 

sedangkan di luar Pulau Jawa terluas berada di Provinsi Sulawesi 

Selatan. Basisdata sebaran jenis sawah disajikan pada tingkat 

kabupaten, digunakan untuk menghitung kapasitas produksi. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa sawah irigasi pasang surut dan lebak 

luasannya kecil, sehingga untuk perhitungan kapasitas produksi 

sawah irigasi pasang surut digabung dengan sawah tadah hujan 

pasang surut, demikian juga yang lebak. Oleh karena itu, hanya 

ada 4 jenis lahan sawah, yaitu sawah irigasi, tadah hujan, lebak 

dan pasang surut. 

TINGKAT  PRODUKTIVITAS DAN INDEKS 

PERTANAMAN JENIS LAHAN SAWAH  

Produktivitas Jenis Lahan Sawah Produktivitas padi sawah 

(ku/ha atau t/ha) untuk masing-masing kabupaten selama periode 

5 tahun terakhir 2014/2015-2019/2020, diambil dari basisdata 

Kementerian Pertanian (2021) dengan link 

https://aplikasi2.pertanian.go.id/bdsp. Data produktivitas masing-

masing kabupaten tersebut digunakan untuk 2 tujuan, yaitu (1) 

untuk menentukan produktivitas jenis sawah pada kabupaten 

tersebut dan (2) untuk menghitung tingkat produktivitas jenis 

sawah pada tingkat nasional. Untuk tujuan pertama, setiap 

kabupaten diberi atribut dengan jenis sawah paling luas. Sebagai 
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contoh untuk Kabupaten Karawang, lahan sawah irigasi seluas 

70.625 ha, sawah tadah hujan 5.086 ha, dan sawah irigasi pasang 

surut 26.249 ha, sehingga produktivitas Kabupaten Karawang 

sebesar 5,93 t/ha akan digunakan untuk mewakili jenis lahan 

sawah irigasi. Contoh lainnya untuk Kabupaten Barito Kuala 

berupa lebak 14.834 ha dan pasang surut 56.856 ha, maka 

kabupaten tersebut dikelompokkan mewakili sawah pasang surut 

dengan produktivitas sebesar 3,85 t/ha. Untuk tujuan kedua, data 

produktivitas jenis sawah pada tingkat kabupaten tersebut 

digunakan untuk menghitung rata-rata produktivitas pada tingkat 

nasional. Hasil penghitungan dan pengelompokan produktivitas 

jenis sawah pada tingkat nasional disajikan pada Tabel 2. 

Pada Tebel 2 terlihat bahwa jenis sawah mengalami 

penggabungan antara sawah irigasi pasang surut dengan sawah 

tadah hujan pasang surut dan sawah irigasi lebak dengan sawah 

tadah hujan lebak, tidak seperti pada Tabel 1, hal ini dilakukan 

karena sawah irigasi pasang surut dan sawah irigasi lebak 

sebarannya relatif kecil.  
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Tabel 8. Sebaran jenis lahan sawah, luas dan rata-rata 
produktivitasnya setiap pulau. 

 

Keterangan: Batas adminstrasi kabupaten (BIG 2018), luas 
baku sawah (BPN 2019), produktivitas (Kementan 2021 dan BPS 

2021) 
 
Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 511 kabupaten/kota, 

sekitar 472 kabupaten/kota yang memiliki sawah, berturut-turut 

176, 225, 31, dan 46 kabupaten/kota mewakili untuk sawah 

irigasi, sawah tadah hujan, sawah lebak dan sawah pasang surut. 

Tahap selanjutnya adalah menghitung rata-rata dan standar 

deviasi produktivitas padi, yang angkanya digunakan untuk 

menghitung potensi peningkatan kapasitas produksi. Tabel 

tersebut juga memperlihatkan bahwa sawah irigasi terluas berada 

di Pulau Jawa sekitar 64,9% dari total sawah irigasi yang 

menyebar di 79 kabupaten/kota. Terluas berikutnya berada di 

Pulau Sumatera (16,1%) dan Pulau Sulawesi (14,0%). Lahan 

sawah irigasi di Pulau Kalimantan luasannya relatif sedikit 

dibandingkan lahan sawah pasang surut atau lebak, sehingga 

dalam pengelompokkan jenis sawah dikalahkan oleh sawah yang 
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mendominasi yaitu sawah pasang surut dan lebak. Sawah tadah 

hujan terluas berada di Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi. 

Sawah lebak dan pasang surut terluas berada di Pulau Sumatera 

dan Kalimantan. Sawah lebak dan pasang surut sebarannya hanya 

5,9% dan 10,8% dari total sawah Indonesia 7,463 juta ha. Variasi 

tingkat produktivitas pada setiap jenis lahan sawah dan pada 

setiap pulau nampak jelas pada tabel tersebut. Produktivitas 

tertinggi berada di Pulau Jawa untuk semua jenis sawah. Sebaran 

lahan sawah di Pulau Jawa umumnya termasuk sawah irigasi 

meskipun landform-nya termasuk ke lahan pasang surut, karena 

lahan tersebut telah diirigasi selama puluhan tahun, sehingga 

produktivitas tetap tinggi. Berbeda dengan jenis sawah pasang 

surut dan sawah lebak yang berada di Pulau Sumatera atau 

Kalimantan, jenis lahan sawah pasang surut masih betul-betul 

terpengaruh oleh pasang surut air laut, hanya sedikit yang telah 

memiliki saluran irigasi teknis sehingga produktivitasnya lebih 

rendah dan indeks pertanamannya masih rendah dibandingkan 

sawah di Pulau Jawa. 

Indeks Pertanaman Jenis Lahan Sawah 

 Indeks pertanaman (IP) dihitung dari luas panen tahun 

2020 (BPS 2021) dibagi dengan luas baku sawah (BPN 2019). 

Data indeks pertanaman tidak bisa dihitung dari periode 5 tahun, 

karena luas baku sawah hanya tersedia pada tahun 2019. 

Pengelompokan atribut jenis sawah pada masing-masing 
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kabupaten caranya sama dengan yang digunakan pada penetapan 

produktivitas jenis sawah. Hasil pengelompokan dan perhitungan 

indeks pertanaman masing-masing jenis sawah disajikan pada 

Tabel 3. Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun termasuk 

lahan sawah irigasi, namun rata-rata indeks pertanaman belum 

mencapai 2, artinya bahwa tidak semua lahan sawah irigasi dapat 

ditanami 2 kali dalam setahun. Angka indeks pertanaman tersebut 

akan digunakan untuk menghitung kapasitas produksi di masing-

masing jenis lahan sawah. 

Tabel 9. Sebaran jenis lahan sawah, luas dan rata-rata indeks 
pertanaman per pulau 

 

Keterangan: Batas adminstrasi kabupaten (BIG 2018), luas 
baku sawah (BPN 2019), produktivitas (Kementan 2021 dan 

BPS 2021. 
 
Hasil rata-rata produktivitas dan indeks pertanaman pada 

masing-masing jenis sawah pada tingkat nasional digunakan 

dalam perhitungan kapasitas produksi dan proyeksi kapasitas 

produksi menjelang tahun 2045. 
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PROYEKSI KAPASITAS PRODUKSI DAN 

KEBUTUHAN PANGAN  

Kapasitas Produksi Kapasitas produksi tingkat kabupaten 

dihitung berdasarkan jenis lahan sawah yaitu lahan sawah irigasi, 

tadah hujan, pasang surut, lebak. Setiap kabupaten mewakili jenis 

sawah masing-masing. Rumus yang digunakan sebagai berikut:   

KP   = ∑(Ai,t,p,l x Ii,t,p,l x Yi,t,p,l)  dimana,   

KP   = kapasitas produksi (ton GKG)  

Ai,t,p,l    = luas baku lahan sawah (i : irigasi, t : tadah 

hujan, p : pasang surut, l : lebak) (ha)  

Ii,t,p,l       = indeks pertanaman dalam setahun (luas panen 

dibagi luas baku) di lahan sawah (i : irigasi, t : tadah hujan, p : 

pasang surut, l : lebak)  

Yi,t,p,l      = produktivitas (ton/ha) (i : irigasi, t : tadah 

hujan, p : pasang surut, l : lebak)    

 Indeks pertanaman menggunakan perhitungan luas panen 

dibagi dengan luas baku dari masing-masing kabupaten (BPS 

2019; 2020). Masing-masing kabupaten sudah dipilah 

berdasarkan jenis sawah dominan di kabupaten tersebut, sehingga 

1 kabupaten memiliki 1 jenis sawah dominan dan 1 data 

produktivitas, karena data produktivitas hanya ada 1 angka per 

kabupaten.   

Kapasitas produksi dihitung berdasarkan rumus luas jenis 

sawah dikalikan dengan indeks pertanaman dan produktivitas 
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(Mulyani dan Hidayat 2009) pada masing-masing kabupaten. 

Produktivitas dan indeks pertanaman setap jenis sawah mengikuti 

rata-rata nasional jenis sawah seperti disajikan pada Tabel 2 dan 

3. Berdasarkan perhitungan tersebut kapasitas produksi pada 

tahun 2020 sebesar 54,97 juta ton gabah kering giling (GKG), 

dengan asumsi luas baku sawah seluas 7,463 juta ha yang dirinci 

sesuai jenis lahan sawahnya setiap kabupaten.   

Sebaran luas dan tipe jenis sawah menunjukkan pengaruh 

yang besar terhadap kapasitas produksi, yang terlihat dari 

hubungan jenis sawah dengan kapasitas produksi, sebagai berikut: 

Tabel 10. Parameter Estimates 

 

Persamaan regresi:   

Y = -12.288 + 10,22X1 + 6,73X2 + 5,90X3 + 4,01X4 

R2=0,9018  

Dimana: Y     = kapasitas produksi  

X 1 = sawah irigasi  

X2  = sawah tadah hujan 

X3  = psang surut  

X4  = sawah lebak 
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Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa sawah 

irigasi yang ada saat ini berpengaruh sangat besar terhadap 

kapasitas produksi nasional, alih fungsi lahan sawah 1 ha sawah 

maka kapasitas produksi akan berkurang 10,2 ton gabah kering 

giling. 

Tabel 11. Skenario pengurangan laju konversi, peningkatan 
produktivitas dan indeks pertanaman untuk menghitung 

kapasitas produksi menjelang tahun 2045 

 

Tabel 5 menyajikan beberapa skenario untuk meningkatkan 

produksi dan memenuhi kebutuhan pangan. Skenario 1 sampai 3 

jika alih fungsi lahan tetap 90.000 ha/tahun (90K), bisa 

diturunkan menjadi 60.000 (60K) dan 30.000 ha/tahun (30K) 

secara flat dari tahun 2021 sampai 2045. Skenario 4 sampai 6 jika 

produktivitas ditingkatkan sebesar standar deviasi masing-masing 

jenis sawah, yaitu 0,91 untuk sawah irigasi, 1,15 untuk sawah 

tadah hujan, 1,19 untuk sawah rawa lebak, dan 0,95 ton/ha untuk 

sawah pasang surut. Sedangkan skenario 7 sampai 9 jika indeks 
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pertanaman yang ditingkatkan sebesar standar deviasi masing-

masing jenis sawah yaitu 0,43 untuk sawah irigasi, 1,08 untuk 

sawah tadah hujan, 0,52 untuk sawah rawa lebak, dan 0,40 untuk 

sawah pasang surut. Sedangkan scenario 10 sampai 12 jika 

peningkatan produksi diperoleh dari peningkatan produktivitas 

dan indeks pertanaman. Masing-masing skenario tetap pada posisi 

konversi lahan 90.000 ha/tahun, 60.000 ha/tahun dan 30.000 

ha/tahun untuk tahun 2021 sampai 2045. 

Tabel 12. Kebutuhan pangan dan kapasitas produksi jika alih 
fungsi lahan 90, menurun bertahap menjadi 60 dan 30 ribu 

ha/tahun menjelang tahun 2045 

 

Keterangan : KB = Kebutuhan pangan (asumsi konsumsi 

per kapita menurun dari 110 ke 95 kg beras/tahun), KP_90 = 

kapasitas produksi jika konversi 90.000 ha/tahun, KP_60 = 

kapasitas produksi jika konversi diturunkan 1.200 ha/tahun dari 

90.000 menjadi 60.000 ha/tahun menjelang tahun 2045, KP_30 = 

kapasitas produksi jika konversi diturunkan 2.400 ha/tahun dari 

90.000 menjadi 30.000 ha/tahun menjelang tahun 2045. 
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Tabel 6 menyajikan kapasitas produksi jika alih fungsi 

lahan tetap 90.000 ha/tahun, kemudian alih fungsi lahan ditekan 

setiap tahun selama 25 tahun sehingga menjadi 60.000 ha/tahun 

atau 30.000 ha/tahun menjelang tahun 2045. Skenario tersebut 

menunjukkan bahwa alih fungsi lahan dengan laju 90.000 

ha/tahun dapat menurunkan kapasitas produksi dari 54,97 juta ton 

menjadi 38,4 juta ton atau turun 16,6 juta ton GKG. Jika 

menjelang tahun 2045, alih fungsi lahan bisa ditekan menjadi 

60.000 (laju penurunan 1.200 ha/tahun) atau 30.000 ha/tahun (laju 

penurunan 2.400 ha/tahun), maka penurunan kapasitas produksi 

sebesar 13,9 juta ton dan 11,3 juta ton GKG. Sedangkan 

kebutuhan pangan terus meningkat seiring dengan peningkatan 

jumlah penduduk yang mencapai 325 juta jiwa pada tahun 2045. 

Jika tidak ada upaya untuk peningkatan produksi melalui 

peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman ataupun 

pencetakan sawah baru, maka kekurangan gabah atau beras 

berturut-turut sebesar 17,74; 15,09; 12,44 juta ton GKG atau 

setara dengan 11,36; 9,66 dan 7,96 juta ton beras (BPS 2018b). 
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Tabel 13. Kebutuhan pangan dan kapasitas produksi jika alih 
fungsi lahan 90, menurun menjadi 60 dan 30 ribu ha/tahun 

sejak tahun 2021 sampai 2045 

 

Keterangan : KB = Kebutuhan pangan (asumsi konsumsi 
per kapita menurun dari 110 ke 95 kg beras/tahun), KP_90 = 
kapasitas produksi jika konversi 90.000 ha/tahun, KP_60 = 
kapasitas produksi jika konversi diturunkan dari 90.000 menjadi 
60.000 ha/tahun, KP_30 = kapasitas produksi jika konversi 
diturunkan dari 90.000 menjadi 30.000 ha/tahun sejak tahun 2021 
sampai 2045. 

 
Tabel 7 menyajikan skenario alih fungsi lahan sebesar 

60.000 ha/tahun (berkurang 30.000 ha) atau sebesar 30.000 

ha/tahun (berkurang 60.000 ha) sejak tahun 2021 sampai 2045, 

sehingga penurunan kapasitas produksi hanya 11,05 juta ton GKG 

dan 4,42 juta ton GKG, sehingga kebutuhan tambahan produksi 

hanya 10,01 dan 5,52 juta ton GKG, jauh lebih rendah 

dibandingkan Tabel 6. Demikian juga kebutuhan tambahan 

produksi jika konversi lahan 90.000; 60.000 dan 30.000 ha/tahun 

berturut-tutut sebesar 17,74; 12.22 dan 5,69 juta ton GKG. 

Apabila dalam kondisi konsumsi per kapita tidak menurun dan 
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tetap berada di 110 kg/tahun maka kebutuhan tambahan produksi 

jauh lebih besar yaitu 25,9; 20,38 dan 14,85 juta ton GKG.   

Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian alih fungsi lahan 

sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mempertahankan 

ketahanan pangan nasional. 

 

Gambar 44. Kebutuhan pangan pada kondisi konsumsi per 
kapita konstan 110 dan turun menjadi 95 kg/tahun, KP_90 = 
kapasitas produksi jika konversi 90.000 ha/tahun, KP_60 = 

kapasitas produksi jika konversi diturunkan dari 90.000 
menjadi 60.000 ha/tahun, KP_30 = kapasitas produksi jika 
konversi diturunkan dari 90.000 menjadi 30.000 ha/tahun 

sejak tahun 2021 sampai 2045. 

 
Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan tambahan 

produksi adalah dengan peningkatan produktivitas dan atau 

indeks pertanaman. Tabel 8 menyajikan hasil perhitungan 

kebutuhan pangan, kapasitas produksi, dan kebutuhan tambahan 
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produksi dengan berbagai skenario. Penurunan konsumsi per 

kapita dari 110 kg/tahun menjadi 95 kg/tahun dapat menurunkan 

kebutuhan pangan sebesar 8,16 juta ton GKG atau 5,22 juta ton 

beras dibandingkan jika konsumsi per kapita konstan di 110 

kg/tahun. Gambar 4 memberikan ilustrasi kondisi konsumsi per 

kapita dan alih fungsi lahan, jika konsumsi konstan 110 kg/tahun 

dan alih fungsi tetap tidak bisa diturunkan, maka tambahan 

kebutuhan pangan terbesar 25,9 juta ton GKG pada tahun 2045. 

Penurunan laju alih fungsi lahan menjadi 30.000 ha/tahun secara 

nyata dapat menurunkan tambahan kebutuhan pangan hingga 

11,05 juta ton GKG pada tahun 2045. 
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Tabel 14. Hasil perhitungan kapasitas produksi dengan 
kondisi konsumsi per kapita, konversi lahan, peningkatan 

produktivitas dan indeks pertanaman menjelang tahun 2045 
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Gambar 45. Kebutuhan pangan dipenuhi dengan 
peningkatan produktivitas sebesar standar deviasi pada 

masingmasing jenis sawah, pada kondisi konsumsi per kapita 
turun dari 110 menjadi 95 kg/tahun, dan alih fungsi turun 

dari 90.000 menjadi 30.000 ha/tahun sejak tahun 2021. 

 

Gambar 46.Kebutuhan pangan dapat dipenuhi dengan 
peningkatan indeks pertanaman sebesar standar deviasi pada 
masing-masing jenis sawah, pada kondisi konsumsi per kapita 

turun dari 110 menjadi 95 kg/tahun, dan alih fungsi turun 
dari 90.000 menjadi 60000 dan 30.000 ha/tahun sejak tahun 
2021, kecuali pada kondisi konsumsi per kapita konstan di 

110 kg/tahun. 
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Gambar 47. Kebutuhan pangan terpenuhi dengan 
peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman kecuali 
pada    kondisi alih fungsi konstan di 90.000 ha/tahun dan 

konsumsi per kapita 110.000 kg/tahun. 

 
Gambar 45 menunjukkan bahwa dengan peningkatan 

produktivitas sebesar standar deviasi pada masing-masing jenis 

sawah secara bertahap hingga tahun 2045 belum bisa memenuhi 

kebutuhan pangan nasional pada semua kondisi penurunan alih 

fungsi lahan maupun penurunan konsumsi. Sedangkan Gambar 46 

memperlihatkan bahwa dengan peningkatan indeks pertanaman 

sebesar standar deviasi pada masing-masing jenis sawah, dapat 

meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan pangan jika 

konsumsi turun dari 110 menjadi 95 kg/kapita/tahun dan alih 

fungsi dihambat menjadi 30.000 ha/tahun sejak tahun 2021. 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa begitu besar pengaruh alih 

fungsi lahan terhadap cadangan pangan nasional. Jika alih fungsi 

lahan tidak bisa ditekan maka kebutuhan pangan harus dicapai 

dengan peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman secara 

bersamaan (Gambar 7). Pada gambar tersebut terlihat jika 
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konsumsi per kapita dan alih fungsi lahan tidak bisa diturunkan 

maka kebutuhan pangan tidak bisa tercapai meskipun sudah 

dilakukan upaya peningkatan produktivitas dan indeks 

pertanaman. 

IMPLIKASI KEBIJAKAN  

Lahan sawah produktif dan intensif diusahakan terluas 

berada di Pulau Jawa dengan rata-rata produktivitas 5,65 ton/ha 

untuk sawah irigasi dan 5,35 ton/ha untuk sawah tadah hujan, 

yang lebih tinggi dibanding sawah di pulau lainnya, seperti 

terlihat dari Tabel 2. Gambar 8 menunjukkan bahwa produktivitas 

padi di Jawa lebih tinggi dengan luar Jawa pada periode 40 tahun 

sejak 1980 – 2020. Oleh karena itu, lahan sawah di Jawa seluas 

3,47 juta ha (BPN 2019) semestinya dipertahankan dan dilindungi 

dari konversi lahan, karena hilangnya 1 ha sawah di Jawa sama 

dengan harus mencetak sawah 3-4 ha di luar Jawa jika asumsi 

indeks pertanaman di Jawa 2 kali setahun dengan produktivitas 

5,5 ton/ha. Di sisi lain, konversi lahan di Pulau Jawa sulit 

bersaing dengan kebutuhan lahan untuk menjalankan program 

strategis nasional dan kebutuhan untuk pengembangan 

infrastruktur nasional seperti bandara, jalan tol, sentra industri dan 

perkantoran, serta perumahan. Sementara pencetakan sawah di 

luar Jawa memerlukan beberapa tahun untuk menjadi produktif 

dengan produktivitas lebih rendah hanya 2,5-3,0 ton/ha (Pebri et 

al. 2021) dan biaya pembangunan saluran irigasi. 
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Gambar 48. Produktivitas Padi Sawah Indonesia Tahun 1980-
2020 

Sumber: BPS periode tahun 1980-2020 

Berdasarkan data BPS (1980-2020) menunjukkan bahwa 

peningkatan produktivitas rata-rata setiap tahun 0,04 ton/ha yaitu 

dari 4,0 ton/ha pada tahun 1980 menjadi 5,6 ton/ha di Jawa dan di 

luar Jawa 3,0 menjadi 4,6 ton/ha pada tahun 2020. Hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas yang signifikan 

sulit terrealisasi karena beragamnya jenis sawah dan lokasinya 

yang menyebar di 472 kabupaten/kota. Oleh karena itu, 

mempertahankan lahan sawah dengan produktivitas tinggi di Jawa 

dari hantaman konversi lahan harus dipertahankan untuk 

melindungi kapasitas produksi dan memenuhi kebutuhan pangan 

nasional.  

Laju peningkatan penduduk 1,25%/tahun atau setara 

dengan tambahan penduduk 3,4 juta jiwa, akan berakibat perlunya 

tambahan kebutuhan pangan setiap tahun. Tambahan kebutuhan 
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pangan bertambah selain karena peningkatan jumlah penduduk 

juga karena adanya konversi lahan. Berdasarkan hasil kajian 

konsumsi beras pada periode 2012-2017 menunjukkan bahwa 

rata-rata konsumsi beras sekitar 114 kg per kapita (BPS 2017), 

menurun dibandingkan konsumsi per kapita tahun 2000-2005 

sekitar 134 kg per kapita (BPS 2006). Bertitik tolak dari 

peningkatan jumlah penduduk sekitar 3,4 juta jiwa/tahun, dengan 

konsumsi beras per kapita sekitar 114 kg (BPS 2017), maka 

kebutuhan tambahan sebesar 0,6 juta ton gabah kering giling 

(GKG). Apabila alih fungsi lahan 96.500 ha/tahun (Mulyani et al. 

2016), rata-rata indeks pertanaman sawah nasional 1,8 (BPS 

2020) dengan produktivitas rata-rata nasional 5,1 ton/ha (BPS 

2020), maka kehilangan hasil akibat konversi lahan tersebut 

sekitar 0,9 juta ton/tahun. Jika anomali iklim diasumsikan tidak 

menurunkan produksi, maka dalam setahun pemerintah harus 

menyiapkan tambahan gabah sebesar 1,5 juta ton GKG. Artinya 

setiap tahun produksi padi nasional harus ditingkatkan sebesar 1,5 

juta ton untuk memenuhi seluruh kebutuhan pangan atau 2,7% 

dari produksi nasional. Pada tahun 2019, produksi padi nasional 

sekitar 54,6 juta ton GKG (BPS 2020), artinya pada tahun 2020 

harus mencapai 56,1 juta ton GKG atau 57,6 juta ton pada tahun 

2021. Oleh karena itu, kombinasi antara penurunan laju 

pertumbuhan penduduk, laju konversi sawah, penurunan pola 

konsumsi per kapita, dan peningkatan produktivitas dan indeks 
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pertanaman harus dilakukan sehingga kebutuhan pangan 

terpenuhi menjelang tahun 2045. 

1. Luas Panen Padi di Indonesia  

Berdasarkan hasil survei KSA, realisasi panen padi sepanjang 

Januari hingga Desember 2021 sebesar 10,41 juta hektar, atau 

mengalami penurunan sekitar 245,47 ribu hektar (2,30 persen) 

dibandingkan luas panen padi pada 2020 yang mencapai 10,66 

juta hektar. Puncak panen padi pada 2021 mengalami pergeseran 

dibanding 2020. Pada 2021, puncak panen terjadi pada bulan 

Maret, yaitu mencapai 1,79 juta hektar, sementara puncak panen 

pada 2020 terjadi pada bulan April, yaitu sebesar 1,86 juta hektar 

(Gambar 3). 

 

Gambar 49. Luas Panen Padi di Indonesia (Juta Hektar), 
2020-2022 
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Sementara itu, luas panen padi pada Januari 2022 mencapai 

468,30 ribu hektar, dan potensi panen sepanjang Februari hingga 

April 2022 diperkirakan seluas 4,34 juta hektar. Dengan 

demikian, total potensi panen padi pada Subround JanuariApril 

2022 diperkirakan mencapai 4,81 juta hektar, atau mengalami 

kenaikan sekitar 380,37 ribu hektar (8,58 persen) dibandingkan 

luas panen padi pada Subround JanuariApril 2021 yang sebesar 

4,43 juta hektar. 

 
2. Produksi Padi di Indonesia  

Produksi padi di Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 

2021 sekitar 54,42 juta ton gabah kering giling (GKG), atau 

mengalami penurunan sekitar 233,91 ribu ton GKG (0,43 persen) 

dibandingkan 2020 yang sebesar 54,65 juta ton GKG. Produksi 

padi tertinggi pada 2021 terjadi pada bulan Maret,yaitu sebesar 

9,67 juta ton GKG, sementara produksi terendah terjadi pada 

bulan Desember, yaitu sebesar 2,04 juta ton GKG. Berbeda 

dengan kondisi pada 2021, produksi padi tertinggi pada 2020 

terjadi pada bulan April, yaitu sebesar 9,77 juta ton (Gambar 4). 

Pada Januari 2022, produksi padi diperkirakan sebesar 2,42 juta 

ton GKG, dan potensi produksi padi sepanjang Februari hingga 

April 2022 mencapai 22,98 juta ton GKG. Dengan demikian, total 

potensi produksi padi pada Subround Januari-April 2022 

diperkirakan mencapai 25,40 juta ton GKG, atau mengalami 
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kenaikan sebanyak 1,82 juta ton GKG (7,70 persen) dibandingkan 

Subround yang sama pada 2021 yang sebesar 23,58 juta ton GKG 

(Gambar 4). 

 

Gambar 50. Produksi Padi di Indonesia (Juta Ton-GKG), 
2020,2022 

Keterangan/Note: * Produksi padi Januari-April 2022 adalah 
angka sementara/Paddy production for JanuaryApril 2022 is a 
preliminary figure. 
 

Tabel 15. Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 
Menurut Subround, 2020-2021 Paddy 
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Jika perkembangan produksi padi selama tahun 2021 

dilihat menurut Subround, terjadi penurunan produksi padi secara 

berturut-turut pada Subround Mei-Agustus 2021 dan September-

Desember 2021, yaitu masing-masing sebesar 2,41 juta ton GKG 

(12,00 persen) dan 1,41 juta ton GKG (9,69 persen) dibandingkan 

periode yang sama pada 2020. Penurunan produksi padi tersebut 

disumbang oleh penurunan luas panen yang terjadi pada 

Subround Mei-Agustus yang sebesar 637,39 ribu hektar (15,38 

persen) dan Subround SeptemberDesember yang sebesar 197,65 

ribu hektar (7,40 persen). Di sisi lain, peningkatan produksi padi 

hanya terjadi pada Subround Januari-April 2021, yaitu sekitar 

3,59 juta ton GKG (17,95 persen) dibandingkan periode yang 

sama pada 2020 (Tabel 1). 

 

Gambar 51. Produksi Padi Menurut Provinsi di Indonesia 
Periode Januari-April (Ribu Ton-GKG), 2021-2022 
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Keterangan/Note: * Produksi padi Januari-April 2022 adalah 
angka sementara/Paddy production for JanuaryApril 2022 is a 
preliminary figure. 
 
 
 

 

 
Gambar 52. Produksi Padi Menurut Provinsi di Indonesia 

(Ribu TonGKG), 2020-2021 Paddy Production by Province in 
Indonesia (Thousand Tons of GKG), 2020-2021. 

 
Keterangan/Note: Produksi padi Januari-April 2022 adalah angka 
sementara/Paddy production for JanuaryApril 2022 is a 
preliminary figure 
 

Penurunan produksi padi yang cukup besar pada 2021 

terjadi di beberapa wilayah potensi penghasil padi seperti Provinsi 

Sumatera Selatan, Lampung, dan Jawa Timur. Di sisi lain, 

beberapa provinsi mengalami peningkatan produksi padi yang 

relatif besar, misalnya Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, 

dan Papua. Tiga provinsi dengan total produksi padi (GKG) 

tertinggi pada 2021 adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
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dan Jawa Barat. Sementara itu, tiga provinsi dengan produksi padi 

terendah yaitu Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Papua 

Barat (Gambar 5). 

 

 

 
Gambar 53. Produksi Padi Menurut Provinsi di Indonesia 

Periode Januari-April (Ribu Ton-GKG), 2021-2022 

Keterangan/Note: * Produksi padi Januari-April 2022 adalah 
angka sementara/Paddy production for JanuaryApril 2022 is a 
preliminary figure. 
 

Tiga provinsi dengan potensi produksi padi (GKG) 

tertinggi pada Januari hingga April 2022 adalah Provinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sementara itu, tiga provinsi 

dengan potensi produksi padi terendah pada periode yang sama 

yaitu Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Papua Barat 

(Gambar 6). Potensi kenaikan produksi padi yang relatif besar 
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pada Subround Januari– April 2022 dibandingkan Subround yang 

sama pada 2021 terjadi di Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan, 

dan Sumatera Utara. Sementara itu, potensi penurunan produksi 

padi pada Subround Januari–April 2022 yang relatif besar terjadi 

di Provinsi Aceh, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. 

 

Gambar 54. Produksi Berasr di Indonesia (Juta Ton), 2020-
2022. Sumber : BPS 2021 

 
Keterangan/Note: r Produksi beras 2020-2021 dihitung ulang 
menggunakan konversi susut/tercecer gabah berdasarkan Neraca 
Bahan Makanan (NBM) 2018-2020 (sebelumnya berdasarkan 
NBM 2016-2018)/Rice production in 2020-2021 is calculated 
using the conversion of shrinkage/ scattered grain based on NBM 
2018–2020 (previously used 2016–2018 NBM) * Produksi beras 
Januari-April 2022 adalah angka sementara/Rice production for 
JanuaryApril 2022 is a preliminary figure. 
 

Produksi Beras di Indonesia Jika produksi padi 

dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, 

maka produksi padi sepanjang Januari hingga Desember 2021 
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setara dengan 31,36 juta ton beras atau mengalami penurunan 

sebesar 140,73 ribu ton (0,45 persen) dibandingkan 2020 yang 

sebesar 31,50 juta ton. Produksi beras tertinggi pada 2021 terjadi 

pada bulan Maret, yaitu sebesar 5,57 juta ton. Sedangkan 

produksi beras terendah terjadi pada bulan Desember, yaitu 

sekitar 1,17 juta ton. Berbeda dengan kondisi pada 2021, produksi 

beras tertinggi pada 2020 terjadi pada bulan April, yaitu sebesar 

5,63 juta ton (Gambar 7). Pada Januari 2022, produksi beras 

diperkirakan sebanyak 1,39 juta ton beras, dan potensi produksi 

beras sepanjang Februari hingga April 2022 ialah sebesar 13,24 

juta ton beras. Dengan demikian, potensi produksi beras pada 

Subround Januari-April 2022 diperkirakan mencapai 14,63 juta 

ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 1,05 juta ton (7,70 

persen) dibandingkan dengan produksi beras pada Januari-April 

2021 yang sebesar 13,58 juta ton. 
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Tabel 16. Luas Panen Padi Menurut Provinsi di Indonesia, 
2020-2021 
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Tabel 17. Produksi Padi Menurut Provinsi di Indonesia, 2020-
2021 
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Tabel 18. Produksi Beras  Menurut Provinsi di 
Indonesia, 2020-2021. Sumber : BPS 2021 

 

 
Keterangan/Note: r Produksi beras 2020-2021 dihitung ulang 
menggunakan konversi susut/tercecer gabah berdasarkan Neraca 
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Bahan Makanan (NBM) 2018-2020 (sebelumnya berdasarkan 
NBM 2016-2018) /Rice production in 2020-2021 is calculated 
using the conversion of shrinkage/scattered grain based on NBM 
2018–2020 (previously used 2016–2018 NBM). 

 

Tabel 19. Luas Panen Padi Menurut Provinsi di Indonesia, 
Januari-April 2021-2022 
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Keterangan/Note: * Luas panen Februari-April 2022 adalah 
angka potensi/The harvested area for February-April 2022 
is a potential figure. 
Sumber : BPS 2021 
 

Tabel 20. Produksi Padi Menurut Provinsi di Indonesia, 
Januari-April 2021-2022 
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Keterangan/Note: * Produksi padi Januari-April 2022 
adalah angka sementara/Paddy production for January-
April 2022 is a preliminary figure. 
Sumber : BPS 2021. 
 

Tabel 21. Produksi Beras Menurut Provinsi di Indonesia, 
Januari-April 2021-2022 

 

Keterangan/Note: r Produksi beras Januari-April 2021 dihitung 
ulang menggunakan angka konversi gabah susut/ tercecer 
berdasarkan NBM 2018-2020 (sebelumnya menggunakan NBM 
2016-2018)/Rice production in January–April 2021 is re-



129 
 

calculated using the conversion of shrinkage/scattered grain based 
on NBM 2018–2020, (Previously used NBM 2016–2018) * 
Produksi beras Januari-April 2022 adalah angka sementara/Rice 
production for January-April 2022 is a preliminary figure. 
Sumber : BPS 2021   
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Tabel 22. Luas Panen Padi Menurut Provinsi dan Periode 
Panen di Indonesia, 2021-2022 tabel  8 Paddy Harvested Area 

by Province and Harvest Period in Indonesia, 2021-2022 

 

 
Keterangan/Note: * Luas panen Februari-April 2022 adalah angka 
potensi/The harvested area for February-April 2022 is a potential 
figure. 
Sumber : BPS 2021 
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Tabel 23. Produksi Padi Menurut Provinsi dan Periode Panen 
di Indonesia, 2021-2022 

 

Keterangan/Note:  * Produksi padi Januari 2022 adalah angka 
sementara karena masih menggunakan produktivitas Subround I 
2021/Paddy production for January 2022 is a preliminary figure 
as it used yield per hectace of paddy in the first subround of 2021 
** Produksi padi Februari-April 2022 adalah angka sementara 
karena menggunakan angka potensi luas panen dan produktivitas 
Subround I 2021/Paddy production for February-April 2022 is a 
preliminary figure as it used potential figure of harvested area and 
yield per hectare of paddy in the first subround of 2021. 
Sumber : BPS 2021  
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Tabel 24. Produksi Beras Menurut Provinsi dan Periode 
Panen di Indonesia, 2021-2022 

 

 
Keterangan/Note:   r Produksi beras Januari-April 2021 dihitung 
ulang menggunakan konversi gabah susut/tercecer berdasarkan 
NBM 2018-2020 (sebelumnya berdasarkan NBM 2016-
2018)/Rice production in January–April 2021 is re-calculated 
using the conversion of shrinkage/scattered grain based on 2018–

2020 NBM (previously used 2016–2018 NBM) * Produksi beras 
Januari 2022 adalah angka sementara karena masih menggunakan 
produktivitas Subround I 2021/Rice production for January 2022 
is a preliminary figure as it used yield per hectace of paddy in the 
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first subround of 2021 ** Produksi beras Februari-April 2022 
adalah angka sementara karena menggunakan angka potensi luas 
panen dan produktivitas Subround I 2021/Rice production for 
February-April 2022 is a preliminary figure as it used potential 
figure of harvested area and yield per hectare of paddy in the first 
subround of 2021. 

 
Tabel 25. Nilai Koefisien Variasi (CV) Estimasi Luas 

Tanaman Padi di Indonesia 
Sumber : BPS 2021 
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Tabel 26. Angka Konversi GKP ke GKG dan GKG ke Beras, 
2018 GKP to GKG and GKG to Rice Convertion Rates, 2018 

 

 
Keterangan/Note:  Angka konversi GKP ke GKG dan GKG ke 
beras level provinsi digunakan untuk mengestimasi produksi padi 
dan beras pada level kab/kota / The conversion rates of GKP to 
GKG and GKG to rice at the provincial level are used to estimate 
paddy and rice production at the district/city level 
Sumber/Source:     Survei Konversi Gabah ke Beras 2018/The 
2018 Grain to Rice Conversion Survey. 
Sumber : BPS 2021  
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BAB 8 

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PANGAN  

TERINTEGRASI ONLINE 

 
 
8.1     Fenomena Lumbung Pangan di Indonesia  

Krisis pangan diprediksi menjadi ancaman bagi Indonesia 

di waktu yang akan datang.  Organisasi pangan dunia (FAO, 

2024) telah memperingatkan semua negara termasuk Indonesia 

terhadap bahaya kelangkaan pangan di masa depan. FAO 

menyatakan bahwa dampak ancaman krisis pangan di Indonesia 

dan negara-negara lain antara lain peningkatan biaya hidup dan 

produksi pangan, mengganggu sirkulasi pangan, malnutrisi 

masyarakat akibat kekurangan makan, rendahnya pemahaman 

masyarakat kelangkaan pangan, serta terhambatnya proses 

distribusi dan penyimpanan bahan pokok. 

Lebih jauh lagi, Rozaki (2021) menyatakan bahwa 

Indonesia mempunyai Sejarah yang Panjang dalam isu keamanan 

pangan. Indonesia menghadapi tiga isu penting yang terkait 

dengan keamanan pangan yaitu ketersediaan stok pangan, akses 

terhadap pangan, serta kestabilan kebutuhan pangan masyarakat. 

Berbagai persoalan pangan menjadi tantangan pasca pandemi 

Covid-19 antara lain usia petani, fluktuasi harga produk pangan, 

kebijakan pangan, serta suplai dan keamanan pangan.  
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Pengelolaan pangan di Indonesia yang belum terintegrasi. 

Padahal, kajian dari Barinda dan Ayuningtyas (2022) menekankan 

pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan sistem kontrol pangan 

yang baik. Integrasi pengelolaan pangan akan menyatukan 

kewenangan kebijakan dan tanggung jawab pembentukan sistem 

pangan. Indikator yang dapat digunakan dalam mewujudkan 

pengelolaan pangan terintegrasi adalah ketersediaan data dalam 

sistem pengendalian makanan, daya dukung laboratorium untuk 

pelaksanaan uji pangan, serta penggunaan sistem informasi 

pelaporan pangan terintegrasi. Riptanti (2017) dan Gunawan, 

Pudjiastuti & Yulita (2022) menyatakan bahwa di era reformasi, 

pengelolaan manajemen lumbung pangan masih bersifat parsial. 

Artinya antara kementerian dengan pemangku wilayah di daerah 

dan desa belum terhubung seperti era sebelumnya. Kekurangan 

tersebut antara lain terputusnya rantai komando dari pusat ke 

daerah atau tidak ada koordinasi yang optimal antar pengelola 

lumbung pangan tersebut.          

Pengelolaan pangan telah dipresentasikan oleh Gianni et al 

(2017), Breitenbach (2018), He et al (2018), Zurek et al (2022), 

Santos et al (2022) sebagai jalan menuju pemenuhan kebutuhan 

pokok. Studi yang disampaikan oleh Teng et al (2021) 

menjelaskan bahwa negara-negara di ASEAN memberikan respon 

yang serius terhadap keamanan pangan, pasca terjadinya pandemi 

Covid-19. Indonesia, Filipina, dan Malaysia telah meningkatkan 
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upaya untuk mencapai swasembada pangan dengan cara 

menambah luas lahan pertanian dan meningkatkan produktivitas 

lahan pertanian.  

Para ahli telah banyak menjelaskan bahwa upaya yang 

penting untuk menjamin ketersediaan stok pangan sebagai 

antisipasi terhadap ancaman kekurangan makanan. Gianni, 

Gotzamani & Vouzas (2017) mengkaji tentang manajemen 

industri makanan, Santos et al (2022) mengkaji sistem 

manajemen terintegrasi dalam standar ISO pangan, Haugum & 

Grande, J. (2017) tentang pemasaran makanan lokal. Zhong, 

Wang, dan Yu (2023) lebih menelaah studi tentang sistem 

informasi terhadap opini dan sikap, Gellynck., dam Kühne,. 

(2010) tentang perembangan jaringan pada sektor pangan 

tradisonal, Ralevic, Patil & VanLoon (2010) tentang tanaman 

pangan dan peternakan, Bliss et al (2024) tentang ketahanan 

pangan rumah tangga.  Bliss et al (2024) menguraikan ketahanan 

pangan dari sisi rumah tangga. Vorst, Peeters dan Bloemhof 

(2013) menjabarkan pasokan pangan namum tidak dikaji dari 

sistem informasi manajemen manajemen. Di sisi lain, 

keberlanjutan pangan sudah diteliti Khalid,. Jajja. and Ahsan 

(2024) namun belum menyentuh kajian model manajemen 

berbasis terintergrasi online. 

 

 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Raja%20Usman%20Khalid
https://www.emerald.com/insight/search?q=Muhammad%20Shakeel%20Sadiq%20Jajja
https://www.emerald.com/insight/search?q=Muhammad%20Bilal%20Ahsan
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8.2.    Manajemen Pangan Nasional Era Pemerintahan Jokowi 

 Sejak menjadi presiden Republik Indonesia tahun 2014, 

Jokowi sudah melakukan upaya pengelolaan pangan nasional. Hal 

ini dibuktikan dengan pembentukan Badan Pangan Nasional dan 

lembaga ini terkait dengan Bulog serat kementerian terkait di 

pemerintahan pusat dan daerah. Tugas dari Badan ini adalah 

mengatur pangan nasional agar tidak terjadi stok bahan pangan 

yang tidak mampu mengcover kebutuhan masyarakat Indoneisa. 

Numun demikian, berdasarkan hasil interview dari responden dan 

kajian literature, pengelolaan pangan nasional di era pemerintahan 

Jokowi belum maksimal, Hal ini dirangkum dalam alur 

pengelolaan pangan nasional sesperti tercantum dalam gambar 1 

di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 55. Sistem Informasi Manajemen Penyediaan 
Pangan era Jokowi 

Sumber: Usulan Penulis, 2024 
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Dari gambar 55 dapat ditampilkan bahwa upaya pemerintah 

Jokowi untuk mengelola pangan nasional sudah cukup signifikan. 

Hanya belum mempersiapkan lumbung pangan di setiap desa. 

Jadi hanya bertumpu pada program food estate yang belum efektif 

untuk mengatasi kekurangan beras.  Selain itu, Bulog juga sudah 

menyimpan beras namun terkadang stoknya tidak maksimal. Hal 

ini dikarenakanh tidak ada pelaporan yang transparan untuk stok 

level daerah hingga nasional (Muhafidin, 2022). 

Dengan demikian, jika terjadi kelangkaan pangan khususya 

beras dan kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat 

Indonesia, sistem informasi manajemen pangan tersebut belum 

mampu mengatasi hal tersebut. Impor beras tidak dapat 

menyelesaikan pemasalahan kelangkaan pangan, karena di 

belahan dunia lain, negara lain juga membutuhkan beras untuk 

kebutuhan rakyatnya. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan impor 

beras sebagaimana data telah diolah Badan Pusat dan Statistik 

(BPS) tampak pada tabel 1 (Setiawan, et al, 2016). 
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Tabel 27. Jumlah Impor Beras Indonesia Dalam Ton Pada 
Tahun 2019-2024. Sumber: Data diolah (2024). 

 

 

Berdasarkan tabel 1, terjadi kenaikan yang cukup besar dari 

tahun ke tahun, terutama pada tahun 2024 sebanyak 3,6 juta ton. 

3,6 ton pada tahun 2024 tersebut terpicu akibat keputusan dari 

kebijakan pemerintah pada awal bulan januari 2024 yang mana 

pemerintah mengimpor 43 ribu ton beras dengan nilai US$279 

juta. Angka tersebut berbeda sekitar 82% dari tahun 2023 lalu 

yang mana pemerintah pada bulan januari 2023 hanya mengimpor 

243,66 ribu ton saja. 
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8.3. Rancangan Model Sistem Manajemen Pangan Era 

Prabowo Subianto 

Prabowo Subianto telah dilantik menjadi Presiden Republik 

Indonesia periode 2024-2024 pada tanggal 20 Oktober 2024 

setelah memenangkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden Republik Indonesia 2024. Langkah selanjutnya adalah 

melakukan program mengelola pangan nasional, agar tidak terjadi 

krisis, penulis menyampaikan usulan sebagai berikut : 

1. Ketersediaan beras nasional 

Ketersediaan beras nasional masih menjadi problem yang 

serius bagi pemerintah Indonesia, karena import beras dari 

negara lain ke Indonesia masih mengalami kesulitan. Hal 

ini dilakukan untuk mencegah kekurangan stok beras 

nasional. 

2. Sistem informasi manejemen pangan 

Di era pemerintah Jokowi, sistem informasi manajemen 

pangan dikelola oleh Badan Pangan Nasional, dan 

Kementerian Pertanian. Dimana di struktur bawah dikelola 

oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan disetiap 

kabupaten atau kota.  Sedangkan di level desa, dikelola 

oleh pemerintah desa melalui Bumdes atau lembaga desa 

lain yangt ditunjuk untuk pengelolaan pangan tersebut 

(Fikri, Novita, & Gusthomi, 2023. Namun kenyataanmya 

tidak semua desa memiliki lumbung pangan. Hanya 
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maksimal 30 persen desa yang memiliki lumbung pangan 

di tiap daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian hal 

ini membahayakan bagi ketahanan pangan nasional 

(Rozaki, 2021). 

3. Kesimpang-siuran Informasi dan Pengelolaan 

Data di lapangan menunjukkan bahwa informasi 

pengelolaan beras masih belum bersifat absolute 

sentrasilasi. Artinya banyak pemain atau terlalu banyak 

pihak yang mengatur tentang beras di daerah. Misalnya 

terlalu banyak tengkulak, kemudian penjualan tidak 

disentralkan di daerah malah dijual ke luar daerah. Padahal 

daerah tersebut masih membutuhkan beras lokal. 

Pemerintah masih belum mampu mencegah para tengkulak 

atau pihak yang  merusak harga berasa serta distribusi 

pangan (Guritno, Kristanti & Tanuputri, 2021). 

Kondisi pengelolaan pangan di era pemerintah Jokowi, 

masih perlu diperbaiki dalam mencegah terjadi kelangkaan 

pangan nasional. Gunawan (2020), Knechtges (2012) menyatakan 

bahwa untuk mengelola pangan nasional diperlukan keamanan 

dari sistem yang terukur dan ketersedian bahan pangan yang 

berkelanjutan serta berbasis keterbukaan. Nchanji and Lutomia 

(2021) dalam tulisannya menjelaskan bahwa untuk mewujudkan 

sistem pangan yang kuat, ada 3 syarat yang sebaiknya dipenuhi 

yaitu sistem mampu mewujudkan interaksi sosial dan budaya 
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yang adaptif dalam menghadapi situasi yang terus berkembang, 

kemudian respon industri pertanian dalam menyelaraskan rantai 

pasok pangan untuk meminimalkan kerugian dalam produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 56. Rancangan Model Sistem Informasi Manajemen 
Lumbung Pangan Terintegrasi Online era Prabowo Subianto 

Dari gambar 56, dapat dijelaskan tiga hal penting sebagai berikut: 

1. Sistem Informasi Manajemen 

Sistem yang digagas tersebut memuat beberapa poin 

penting bagi pengambil keputusan di bidang pangan mulai 
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berbasiskan perencanaan yang matang, pengorganisasian 

termasuk melibatkan sumber daya manusia yaitu staf 

pemerintah (pegawai negeri) di dinas-dinas yang terkait. 

Akhirnya, pada saat realisasi program penyimpanan bahan 

pangan dapat direalisasikan dengan baik, melalui kerjasama 

antara pemerintah dan masyarakat. Informasi yang diterima 

di tiap desa berbasiskan transparansi sehingga penduduk 

desa dapat memantau ketersediaan beras atau bahan pokok 

lain non beras melalui website aplikasi (Novitasari, 2024).  

2. Keterlibatan Pemerintah Pusat hingga Desa 

Pemerintah pusat membuat Undang-Undang tentang 

pengelolaan ketersedian pangan nasional yang dikelola 

secara terintegrasi online. Dari Undang-Undang tersebut, 

pemerintah dapat mendorong semua pemerintah daerah dan 

pemerintah di level desa untuk menjalankan amanat 

Undang-Undang tersebut.  Keterlibatan pemerintah pusat 

hingga desa, melalui jaringan informasi website dan 

kunjungan fisik dari pusat hingga daerah (Moragues, 

Sonnino & Marsden, 2017). 

3. Mekanisme Pelaporan Ketersedian Pangan khususnya 

Beras 

Setiap lumbung pangan di desa hingga pusat, terdapat staf 

atau pengelola yang melaporkan ketersediaan beras atau 

non beras serta bahan pokok yang tahan lama di menu 
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aplikasi yang tersedia. Setiap bulan staf lumbung pangan 

desa hingga pemerintah pusat melaporkan secara transparan 

sehingga masyarakat desa dan pemerintah dapat memantau 

hal tersebut  (Guggisberg, 2022). 

Aplikasi berbasis web untuk sistem informasi manajemen 

pangan terintegrasi online dinamakan www.lumbungpangan.com  

Aplikasi berbasis web ini, dapat menyediakan menu-menu 

pelaporan secara transparan dari semua lumbung pangan di 

Indonesia Dengan demikian di era Pemerintahan Prabowo 

Subianto, dapat mengatasi sejak dini, jika terjadi kelangkaan 

pangan nasional, akibat dari berbagai hal antara lain cuaca 

ekstrim, gagal panen, perang dan lainnya. 

Rancangan model ini juga merupakan penyempurnaan 

manajemen pangan nasional di era Pemerintah Jokowi, dimana 

sudah dimulai didirikan Badan Pangan Nasional, Food Estate dan 

program lain yang mendukung ketahanan pangan. Hanya saja, 

program pemerintah Jokowi, belum menyentuh terhadap 

koordinasi yang transparan dalam hal ketersediaan pangan mulai 

dari desa hingga pemerintah pusat. 

Dengan adanya aplikasi ini, maka pemerintah pusat dapat 

memantau daerah mana yang ketersediaan beras atau bahan 

pokok lain di lumbung pangan masih belum memenuhi kebutuhan 

masyarakat jika terjadi kelangkaan pangan. Hal ini untuk 

mengantisipasi pada saat terjadi kelangkaan pangan, otomatis 

http://www.lumbungpangan.com/
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beras di pasar akan berkurang bahkan mungkin sangat langka, 

sebagaimana hukum ekonomi. Di sinilah letak aplikasi lumbung 

pangan nasional ini memberikan arti penting untuk pencegahan 

sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya chaos, 

perebutan pangan dan hal-hal lain yang merugikan masyarakat 

Indonesia (Lentz et al, 2019). 

Syarat untuk membuat model Lumbung pangan desa 

berbasiskan teori dari Gunawan (2020) sebagai berikut  

1. Tersedianya bangunan seperti gedung bekas sekolah, rumah 

tidak terpakai, atau aset pemerintah desa yang dapat diubah 

menjadi lumbung pangan.  

2. Tersedia sistem informasi manajemen yang transparan dan 

terintegrasi baik secara online maupun offline yang dapat 

mendeteksi secara rinci berapa jumlah penduduk desa, 

berapa yang tergolong kaya dan memiliki ketersediaan 

pangan, serta kelompok yang benar-benar tidak memiliki 

kemampuan untuk menyediakan bahan pokok pangan selama 

krisis pangan terjadi. Artinya, pendataan dilakukan sebelum 

terjadinya krisis pangan dan pemerintah desa menunjuk 

pengelola khusus lumbung pangan yang diangkat oleh warga 

desa terutama dari tokoh adat, tokoh agama, maupun tokoh 

masyarakat lainnya yang disegani dan dipercaya warga desa. 

Hal ini untuk menjaga agar jangan terjadi chaos akibat 

ketidakadilan pembagian bahan pokok pangan gratis. 
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3. Tersedianya pasukan khusus dari unsur militer dan 

kepolisian serta unsur keamanan lainnya yang ditunjuk oleh 

negara untuk mengamankan lumbung pangan baik sebelum 

dan sesudah krisis pangan. Tindakan tegas berdasarkan 

Undang-Undang Darurat Pangan Negara akan menjadi 

payung hukum bagi pasukan khusus tersebut untuk 

menembak mati para penjarah lumbung padi, baik dari 

warga desa itu sendiri maupun serangan dari warga desa lain 

yang mengalami kelaparan. Dengan kata lain lebih baik 

menghukum tegas para penjarah daripada menunggu chaos 

besar terjadi yang dapat menghancurkan semua sendi 

kehidupan. 

4. Tersedianya ahli pertanian khususnya dalam pembibitan, 

pemberdayaan tanaman, dan pengolahan teknologi hasil 

panen dari berbagai tanaman yang dihasilkan oleh warga 

desa. Hal ini untuk menguatkan persiapan pembuatan 

lumbung pangan sehingga pada saat krisis pangan, di saat 

tidak ada lagi hujan atau surutnya sumber-sumber air maka 

usaha ini dapat meminimalkan terjadinya chaos akibat 

kurang efektifnya pengelolaan lumbung pangan untuk jangka 

waktu yang sangat panjang. 

5. Terciptanya prinsip gotong royong, saling tolong menolong, 

terutama warga desa yang memiliki kekayaan yang cukup 

dan lahan luas dapat memberi bantuan kepada pemerintah 
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desa agar lahannya dapat ditanami secara massal dengan 

dibantu oleh warga desa lain yang tidak memiliki lahan. 

Hasil panen dari lahan-lahan tersebut dapat dimaksimalkan 

untuk tabungan bahan pokok pangan yang disimpan di dalam 

lumbung pangan. Semua warga desa wajib ikut bekerja keras 

menyiapkan lumbung pangan sebelum terjadinya krisis 

pangan. Apabila ada warga desa yang malas atau acuh dalam 

persiapan lumbung pangan, mulai dari bercocok tanam, 

memelihara, memupuk, memanen, mengolah menjadi bahan 

pangan yang dapat diekstrak, maka mereka dianggap 

melawan Undang-Undang Darurat Pangan. 

8.4.  Konsep Software Manajemen Pengelolaan Pangan 

Manajemen pengelolaan pangan di Indonesia masih belum 

mampu mengatasi permasalahan krisis pangan. Hal ini salah 

satunya diakibatkan sistem informasi manajemen pangan pada 

kelembagaan desa dan daerah belum terkoneksi dengan Badan 

Pangan Nasional sebagai badan yang mengelola pangan di 

Indonesia. Realitas rantai pasok pangan khususnya beras juga 

terhambat karena tidak ada transparansi dan mekanismenya 

dijalankan tanpa sistem online dan transparan. Dengan rancang 

model manejemen lumbung pangan berbasis online diharapkan 

mampu menyambung rantai informasi ketersediaan pangan yang 

terputus antar daerah dan cadangan beras serta pangan lainnya 

untuk kebutuhan pangan nasional jika terjadi kelangkaan pangan 
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di Indonesia. Sistem informasi manjemen berbasis online yang 

memanfaatkan teknologi berbasis website dan dikoneksikan antar 

lumbung pangan desa di seluruh Indoneisa, sehingga pemerintah 

mampu mengontrol cadangan beras yang tersedia setiap periode. 

Hal ini menjadikan sebuah terobosan baru dalam pengelolaan 

manejemen pangan nasional dengan memanfaatkan infrastruktur 

di desa hingga pusat melalui teknologi online berbasis web. 

Sistem Informasi manejemen pangan ini dinamakan Sistem 

Informasi Manajemen Lumbung Pangan Cakti. Hal ini terkait 

dengan software berbasis website yang terhubung di 

www.lumbung-pangan.com 

 

http://www.lumbung-pangan.com/
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GLOSARIUM 
 

Agrikultur Berkelanjutan adalah Praktik pertanian yang 
menjaga keseimbangan antara produksi pangan, 
perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial, sehingga 
tidak menguras sumber daya untuk generasi mendatang. 

Agronomi adalah Ilmu yang mempelajari praktik dan teknik 
dalam budidaya tanaman untuk meningkatkan hasil dan 
kualitas pangan. 

Cadangan Pangan adalah Simpanan pangan yang disimpan 
untuk mengantisipasi kekurangan atau keadaan darurat. 
Cadangan ini bisa berupa stok pemerintah atau swasta. 

Diversifikasi Pangan adalah Usaha untuk meningkatkan variasi 
jenis pangan yang diproduksi dan dikonsumsi. Ini bertujuan 
untuk meningkatkan gizi dan mengurangi risiko 
ketergantungan pada satu jenis pangan. 

Food Estate adalah Konsep pengembangan lahan pertanian 
secara terpadu untuk meningkatkan produksi pangan. 
Biasanya melibatkan penggunaan teknologi modern dan 
pengelolaan sumber daya yang efisien untuk menciptakan 
kawasan pertanian yang produktif. 

Impor Beras adalah Proses memasukkan beras dari negara lain 
ke dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan 
domestik. Impor beras sering kali dilakukan ketika produksi 
dalam negeri tidak mencukupi. 

Keamanan Pangan adalah Kondisi di mana pangan tidak hanya 
tersedia, tetapi juga aman untuk dikonsumsi, bebas dari 
kontaminasi, dan memenuhi standar gizi. 

Ketahanan Gizi adalah Kemampuan individu atau komunitas 
untuk memperoleh dan mengakses pangan yang tidak hanya 
cukup, tetapi juga bergizi, sehingga mendukung kesehatan 
yang optimal. 
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Ketahanan Pangan adalah Keadaan di mana semua orang, setiap 
saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap 
pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi 
kebutuhan diet dan preferensi mereka. 

Keterjangkauan Pangan adalah Kemampuan individu atau 
kelompok untuk memperoleh pangan yang cukup dan 
bergizi. Keterjangkauan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, 
termasuk pendapatan dan harga pangan. 

Ketersediaan Pangan adalah Tingkat di mana pangan tersedia 
untuk masyarakat, baik dari hasil produksi domestik maupun 
melalui impor. Ketersediaan dipengaruhi oleh faktor 
produksi, distribusi, dan kebijakan. 

Lumbung Pangan adalah Tempat atau sistem yang digunakan 
untuk menyimpan hasil pertanian dalam jumlah besar. 
Lumbung pangan berfungsi untuk menjaga stabilitas pasokan 
dan mengatasi fluktuasi harga. 

Pangan Lokal adalah Pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi 
dalam suatu daerah tertentu. Promosi pangan lokal dapat 
meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung ekonomi 
lokal. 

Perdagangan Pangan adalah Aktivitas jual beli pangan antara 
negara atau wilayah, yang dapat memengaruhi ketersediaan 
dan harga pangan di pasar lokal. 

Persediaan Pangan adalah Jumlah pangan yang tersedia untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam periode 
tertentu. Persediaan ini mencakup hasil pertanian, simpanan, 
dan cadangan pangan. 

Pertanian Terpadu adalah Sistem pertanian yang 
mengintegrasikan berbagai aspek, seperti tanaman, ternak, 
dan sumber daya alami, untuk meningkatkan produktivitas 
dan efisiensi. 

Rantai Pasok Pangan adalah Jaringan yang mencakup semua 
proses dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga 
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konsumsi pangan. Rantai pasok yang efisien penting untuk 
menjaga ketahanan pangan. 

Sistem Pangan Global adalah Jaringan kompleks yang 
menghubungkan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan 
di berbagai negara. Kebijakan di satu negara dapat 
memengaruhi sistem pangan global secara keseluruhan. 
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